
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Kalangan pejabat pemerintahan di Indonesia masih menempati posisi teratas sebagai 

pelaku tindak pidana korupsi, baik di level pemerintahan pusat maupun daerah. Sepanjang 

tahun 2016 misalnya, Corruption Watch mencatat ada 482 kasus korupsi di Indonesia dan 

penyalahgunaan kewenangan (wewenang) masih menjadi latar belakang yang dominan 

dilakukan pejabat pemerintahan tersebut. Padahal, di tahun 2014 sudah diundangkan Undang-

Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai payung 

hukum bagi pejabat pemerintahan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Di sisi lain, 

Saldi Isra mengemukakan, bahwa pengabaian proses pidana kian mengaburkan makna hakiki 

bahwa merugikan keuangan negara adalah kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). 

Semestinya dalam sudut pandang pemberantasan korupsi, pengembalian uang negara tidak 

menegasikan proses pidana.
1
 Dalam konteks proses pidana itu kemudian tampak pula 

sejumlah persoalan penegakan hukum tindak pidana korupsi terhadap pejabat pemerintahan 

dalam melaksanakan tugas dan kewenangan. 

Seperti diketahui, korupsi bukanlah hal baru dalam pergaulan hidup masyarakat suatu 

negara, termasuk di Indonesia. Elwi Danil & Iwan Kurniawan mengemukakan, “Nowadays, 

corruption is still the most and biggest problem facing by Indonesian, due to its impacts on 

the nation”.
2
 (Saat ini, korupsi masih merupakan masalah terbesar yang dihadapi Indonesia 

karena berdampak terhadap bangsa). Hal itu tentu tidak terlepas empiris, bahwa perilaku 

koruptif sama tuanya dengan peradaban manusia, meskipun dalam bentuk dan dimensinya 

yang berbeda dari satu kurun waktu ke kurun waktu yang lain. Karenanya, korupsi dapat 
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terjadi dalam berbagai lingkungan masyarakat sehingga perilaku koruptif sesungguhnya 

merupakan sesuatu yang bersifat universal. Fenomena korupsi bisa ditemukan di negara-

negara berkembang atau miskin, maupun di negara-negara maju, tidak terkecuali Indonesia. 

Menurut Andreea Gabriela Ponorica & Latfe Jabar Zaqeer, perbedaan korupsi diberbagai 

negara tersebut terletak pada levelnya dan kecenderungannya lebih tinggi pada negara-negara 

miskin
3
 dan dalam konteks Indonesia, menurut Jon S.T. Quah korupsi telah mencapai 

epidemi.
4
 

Dunia mulai memandang korupsi sebagai isue penting dalam dua dekade terakhir dan 

berbagai inisiatif telah dilakukan untuk memeranginya mulai dari tingkat nasional, regional 

hingga level internasional. Pandangan yang menganggap korupsi mendorong pertumbuhan 

ekonomi mulai ditinggalkan banyak kalangan dan dalam perkembangannya korupsi 

dipandang bukan hanya sebagai permasalahan moral, tetapi sebagai permasalahan 

multidimensional (politik, ekonomi, sosial, dan budaya).
5
 Korupsi dipandang merusak sendi-

sendi kehidupan berbangsa, bernegara serta membahayakan eksistensi negara.
6
 Demikian 

pula dalam lingkungan pemerintahan, para ahli percaya, administrative corruption harus 

dianggap sebagai ancaman serius terhadap keadilan sosial dan keamanan negara.
7
 Bahkan, 

upaya penanggulangan korupsi pada satu negara, di Palestina misalnya, dalam membentuk 

undang-undang anti korupsi dan pengadilan tindak pidana korupsi tidak terlepas dari tekanan 

internasional.
8
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Memahami bahaya dan dampak korupsi, wajar apabila pejabat pemerintahan
9
 menjadi 

fokus utama dalam upaya pemberantasan korupsi dan dimintai pertanggungjawaban hukum. 

Hal ini terutama karena pejabat pemerintahan dalam negara hukum yang menganut konsep 

walfare state mempunyai peranan besar dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 

Karena itu, tepat apa yang dikemukakan Chengzhi Yi, bahwa masalah korupsi dan 

pemerintahan menjadi masalah penting dan menarik perhatian publik
10

 dan telah menjadi 

urusan internasional. 

Meskipun negara-negara dunia sudah berkomitmen untuk memerangi korupsi, tetapi 

untuk mencapai hasil yang sesuai dengan yang diharapkan tidak semudah membalikan 

telapak tangan. Artinya. selalu ada persoalan yang muncul dari setiap usaha penegakan 

hukum tindak pidana korupsi. Masing-masing negara memiliki problemnya sendiri dalam 

upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi, meski berangkat dari satu komitmen yang 

sama. Di Belanda misalnya, untuk waktu yang lama tumbuh pendapat umum, bahwa korupsi 

sudah tidak menjadi realita.
11

 Addink mengemukakan, masalah (korupsi-pen) itu ada di 

Afrika, Asia atau Amarika Latin, namun bukan di Eropa khusunya di Belanda,
12

 namun tahun 

2007 pandangan itu kini sudah berubah, korupsi di bidang pelayanan publik menjadi isu yang 

panas di Belanda. Hal ini bukan karena jumlah kasus yang terjadi, namun lebih berkenaan 

dengan masalah perluasan karakter kasus-kasus korupsi.
13

 Terkait dengan problem korupsi di 

Belanda tersebut, Addink menyimpulkan, kenyataan bahwa definisi korupsi di Belanda telah 

digunakan secara tidak tepat. Pendekatan terhadap korupsi hanya dilakukan dari satu sisi saja 
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(pendekatan pemidanaan dan refresif) dan karenanya perspektifnya terlalu sempit.
14

 

Kemudian Addink menyatakan, korupsi adalah isu yang berkenaan dengan sejarah hukum, 

namun terlalu lama hal ini didekati hanya dengan pendekatan hukum pidana yang sempit
15

. 

Persoalannya kemudian, bagaimana dengan penangangan korupsi di Indonesia ? 

Seperti telah disinggung di awal, di Indonesia, pemberantasan korupsi sudah sejak lama 

dilakukan, tetapi belum menampakan kemajuan yang signifikan. Berdasarkan Indeks Persepsi 

Korupsi (IPK) tahun 2016 yang dirilis Tranperancy International (TI),
16

 Indonesia berada 

pada urutan ke-88 dari 168 negara yang diukur dengan dengan skor IPK 3,7. Perkembangan 

IPK Indonesia meskipun meningkat, tetapi tidak memperlihatkan perkembangan yang 

signifikan. Hal ini terlihat dari perkembangan IPK Indonesia pada tahun 2005 dengan skor 

2,2 dan hanya mampu naik sebesar 1,4 digit selama kurun waktu lebih 12 (duabelas) tahun. 

Di regional Asean, Indonesia masih berada dalam posisi negara yang terparah tingkat 

korupsinya. Demikian pula dengan kasus-kasus tindak pidana yang ditindaklanjuti dengan 

penuntutan angkanya masih tinggi. Hal itu terlihat dari kasus korupsi yang ditangani Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang tahun 2016 sebanyak 77 perkara pada tahap 

penuntutan 140 pada tahap penyidikan, sementara pada Kejaksaan Agung sebanyak 1380 

perkara. Sejumlah kasus tindak pidana korupsi yang ditangani KPK dan Kejaksaan itu 

menyatakan pelaku tindak pidana korupsi dominan dari kalangan pejabat pemerintahan 

(anggota DPR dan DPRD, kepala lembaga/ kementerian, gubernur, hakim, 

gubernur/walikota/ bupati, eselon I, II dan III).
17

 

Masih tingginya angka tindak pidana korupsi di Indonesia mengindikasikan adanya 

persoalan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Hal ini sejalan dengan pandangan 

Wijayanto yang mengemukakan, bahwa prospek pemberantasan korupsi telah membuat 
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berbagai kalangan pesimis, baik di Indonesia maupun di berbagai belahan dunia.
18

 Situasi itu 

sampai pada pandangan, bahwa tidak ada satu teori pun yang mampu menjamin prilaku 

korupsi sampai ke titik nol, namun dapat digiring ke level dioptimalkan.
19

 Di sisi lain, 

korupsi yang pelakunya dominan dari kalangan pejabat pemerintahan dihadapkan pada 

persoalan-persoalan yuridis dan melahirkan perbedaan pandangan dikalangan ahli hukum. 

Perbedaan pandangan itu, terutama mengenai tafsir atas perbuatan melawan hukum dan 

menyalahgunakan kewenangan yang menjadi unsur tindak pidana korupsi sebagai unsur 

tindak pidana korusi sebagaimana dituangkan dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) yang telah diubah dan ditambah dengan UU 

Nomor 20 Tahun 2001. Perbedaan pandangan juga berlangsung dalam praktik peradilan yang 

terlihat dalam putusan-putusan pengadilan. 

Betapa pun kompleksnya upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, namun tidak dapat 

dilepaskan dari pemahaman terhadap apa yang disebut dengan korupsi itu sendiri. Suatu 

perilaku dipandang sebagai perilaku koruptif selain ditentukan oleh sistem nilai yang dianut 

suatu bangsa, juga ditentukan oleh kepentingan. Apa yang menurut nilai budaya merupakan 

perilaku biasa, tetapi merupakan prilaku koruptif dari sudut pandang politik dan ekonomi. 

Apa yang menurut hukum merupakan perbuatan koruptif, tetapi bukan merupakan perilaku 

koruptif dari sudut pandangan budaya, ekonomi atau pun politik. Apa yang menurut satu 

bidang hukum merupakan tindakan koruptif, tetapi bukan tindakan koruptif bagi bidang 

hukum lain. Sisi-sisi pandang tersebut melahirkan perbedaan pandangan dalam upaya 

pemberantasan korupsi dan sekaligus melahirkan pandangan yang beragam dalam menilai 

suatu perbuatan termasuk korupsi atau bukan. Pemahaman yang berbeda itu dalam perspektif 

hukum melahirkan ketidakpastian hukum dan di sisi lain kelemahan hukum.  
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Perbedaan pandangan dalam menyikapi perkara-perkara korupsi yang subjek hukumnya 

pejabat pemerintahan juga terjadi dikalangan ahli hukum. Indriyanto Seno Adji
20

 misalnya, 

menurutnya kasus korupsi seperti kasus Akbar Tandjung dan Abdullah Puteh adalah sebagai 

suatu kebijakan administratif yang merupakan kewenangan pemimpin. Sementara Rudi 

Satriyo,
21

 berkesimpulan bahwa perbuatan melawan hukum dalam korupsi yang dilakukan 

pejabat negara (pejabat pemerintahan-pen) tidak harus dilihat dari aspek hukum pidana, 

melainkan juga dari aspek hukum yang lain termasuk hukum administrasi negara. Demikian 

pula Syahrin, menurutnya kasus dugaan korupsi tidak bisa hanya dilihat dari aspek hukum 

pidana, tetapi juga aspek hukum lainnya, termasuk perdata dan administrasi negara.
22

 Ujung 

dari silang pendapat itu sampai pada pandangan, bahwa sangat sulit untuk membedakan 

kapan seorang pejabat pemerintahan itu melakukan perbuatan melawan hukum dan kapan 

dapat dikatakan melakukan penyalahgunaan kewenangan dan menurut Rudy Satrio masalah 

itu masuk ke dalam area abu-abu (grey area).
23

 

Area abu-abu (grey area) dalam penanganan korupsi dikalangan pejabat pemerintahan 

tersebut bukan soal persoalan belum maksimalnya penjatuhan hukumannya, tetapi secara 

subtantif mengandung ketidakpastian hukum dan ada persoalan normatif dalam penegakan 

hukum tindak pidana korupsi di Indonesia yang memerlukan penyelesaian. Indikasi persoalan 

substansi penegakan hukum tersebut juga tampak dari sejumlah permohonan pengujian atas 

ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

(UUPTPK) Nomor 31 Tahun 1999 ke Mahkamah Konsitusi. Bahkan, belakangan marak 

dilakukan upaya hukum pra-peradilan atas penetapan seorang pejabat pemerintahan tersangka 

tindak pidana korupsi sebagai dampak dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 
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21/PUU-XII/2014 misalnya. Bahkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-

XIV/2016 dapat dikatakan sebagai putusan yang esensial konteks pertanggungjawaban 

pejabat pemerintahan terhadap tindak pidana korupsi. 

Perkembangan terbaru lainnya terkait dengan penanganan korupsi di Indonesia adalah 

munculnya tuntutan perlindungan hukum bagi pejabat pemerintahan dalam melaksanakan 

tugas pemerintahan dari sandungan terkena kasus korupsi. Bahkan, untuk urusan 

perlindungan hukum bagi pejabat pemerintahan itu, Presiden Joko Widodo meminta aparat 

penegak hukum tidak gampang melakukan kriminalisasi terhadap pejabat pemerintahan 

dalam melaksanakan tugasnya. Pesan itu disampaikan Presiden saat memberikan pengarahan 

kepada Kapolda dan Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia di Istana Negara pada 19 

Juli 2016.  

Dalam pengarahannya, Presiden Joko Widodo antara lain mengintruksikan;
24

 Pertama, 

Presiden Joko Widodo melarang para penegak hukum untuk tidak mempidanakan kebijakan 

atau diskresi. Kedua, tindakan administrasi juga sama, bahwa segala tindakan administrasi 

pemerintah juga tidak boleh dipidanakan. Presiden meminta penegak hukum membedakan 

mana mana yang mencuri dan mana yang tindakan administrasi. Ketiga, mengenai temuan 

kerugian negara yang dinyatakan dalam hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Lembaga pemerintah yang terlibat harus diberikan waktu selama 60 hari untuk menjawab dan 

mengklarifikasi hasil temuan tersebut. Keempat, Presiden Joko Widodo memperingatkan 

bahwa setiap data mengenai kerugian negara harus konkret dan tidak boleh mengada-ada. 

Kelima, Presiden melarang penegak hukum untuk menyebarluaskan ke media sebelum 

melakukan penuntutan atau sebelum masuk proses hukum.  

                                                           
24

 Lihat juga Katadata.com, Lima Instruksi Jokowi Terkait Larangan Kriminalisasi 
Pejabat,http://katadata.com, dan lihat juga nasional.kompas,com, Kumpulkan Kapolda dan Kajati, Jokowi 

Blakblakan soal Keluhan Kepala Daerah, kompas.com, akses 26 Maret 2017 

http://katadata.co.id/berita/2016/07/19/lima-instruksi-jokowi-terkait-larangan-kriminalisasi
http://katadata.co.id/berita/2016/07/19/lima-instruksi-jokowi-terkait-larangan-kriminalisasi


 

 

Instruksi Presiden tersebut bukanlah tanpa alasan dan tidak terlepas dari perkembangan 

yang terjadi dalam penanganan korupsi di Indonesia selama ini, sekali pun telah 

diundangkannya UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administarsi Pemerintahan. Bagi 

kalangan penggiat anti korupsi, instruksi Presiden itu akan dipandang sebagai instruksi yang 

tidak pro-anti korupsi. Namun demikian, terlepas dari ada pandangan pro-kontra atas insruksi 

Presiden tersebut, satu hal yang perlu digarisbawahi adalah, bahwa instruksi Presiden itu 

memberikan sinyal adanya persoalan-persoalan dalam penegakan hukum tindak pidana 

korupsi di bawah UUPTPK Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 belum 

terselesaikan, terutama berkenaan dengan norma hukum tindak pidana korupsi dan norma 

hukum administrasi negara dan di sisi lain tentu berkaitan dengan konsep ruang lingkup 

tindak pidana korupsi di Indonesia. 

Perluasan konsep tindak pidana korupsi di bawah UUPTPK Nomor 31 Tahun 1999 jo 

UU Nomor 20 Tahun 2001, baik subjek maupun objeknya menempatkan upaya 

pemberantasan korupsi dikalangan pejabat pemerintahan semakin kompleks. Dalam konteks 

ini, keputusan dan tindakan yang diambil pejabat kepemerintahan dalam menjalankan 

tugasnya belum tampak jelas batas-batasnya karena dihadapakan pada beberapa bentuk 

pertanggungjawaban hukum. Kondisi ini melahirkan keraguan-raguan pejabat pemerintahan 

dalam mengambil keputusan atau kebijakan dalam pelaksanaan pelayanan publik. Fenomena 

tersebut sudah menjadi pengetahuan penegak hukum sejak lama dan setidaknya tercermin 

dari pernyataan Wakil Ketua KPK Erry Riyana Hardjapamekas yang merasa heran atas 

alasan para pejabat yang menolak menjadi pimpinan proyek-proyek pemerintahan karena 

takut dituduh korupsi. Sikap ketakutan itu semakin membuktikan masih maraknya upeti yang 

harus diserahkan pimpinan proyek (pimpro) kepada atasannya. Pemberantasan korupsi tidak 

akan menyentuh orang-orang yang tidak melakukannya.
25

 Senada dengan wakil ketua KPK, 

                                                           
25

 Jawa Pos, 28 Juli 2006 



 

 

Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Sofyan Djalil menuturkan, banyak pejabat yang 

ternyata takut untuk mengambil keputusan penting dan memulai proyek tersebut. Termasuk 

juga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditugaskan langsung oleh Presiden.
26

 Hal ini 

pun menjadi persoalan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia.  

Tanpa mengabaikan bagaimana mengontrol pejabat pemerintahan menggunakan 

kekuasaannya, tidak tertutup kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kewenangan (de 

tournament de pouvoir) atau tindakan sewenang-wenang (willikeur/a bus de droit) dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya. Indriyanto Seno Adji mengemukakan, “overheidsbeleid” 

dimaknai sebagai kebijakan aparatur negara. Pelaksanaan kewenangan yang masuk dalam 

pengertian kebijakan inilah yang sekarang sering diuji secara materil apakah masuk ke dalam 

lingkup hukum administrasi, hukum perdata ataukah hukum pidana. Pejabat pemerintahan 

mengalami arah pemaknaan yang obscuur manakala dalam menjalankan tugas dan 

wewenangnya terbentur dengan permasalahan aspek hukum pidana yang memiliki korelasi 

dengan fungsi administrasi atau fungsi keperdataannya sehingga seringkali penegak hukum 

memahami pemaknaan yang keliru atas tugas dan wewenang pejabat aparatur negara (pejabat 

pemerintahan-pen).
27

 Inilah antaranya yang menyebabkan penanganan tindak pidana korupsi 

dalam praktik peradilan tidak konsisten. Dalam kasus BLBI misalnya, Saldi Isra 

mengemukakan, ada dua kepentingan yang dapat bertentangan, yaitu proses pidana dan 

pengembalian uang negara.
28

 Proses pidana terhadap obligor BLBI dibaikan dengan alasan 

kepentingan umum.
29

  

Dalam perkembangannya seperti telah dikemukakan di awal, bahwa persoalan 

penegakan hukum tindak pidana korupsi terhadap pejabat pemerintahan dalam menjalankan 

tugasnya tidak lagi sebatas adanya silang pendapat kalangan ahli hukum atau adanya 
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inkonsistensi dalam penerapan tindak pidana korupsi dalam praktik peradilan. Dalam konteks 

ini, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 

tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Instruksi Presiden (Inpres) 

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Staregis Nasional. Kedua 

peraturan perundang-undangan ini secara eksplisit mengungkapkan ada persoalan yang 

muncul dari penegakan hukum tindak pidana korupsi bagi pelaksanaan pemenuhan 

kebutuhan pelayanan publik atau kepentingan umum. Indikasi tersebut seperti tertuang dalam 

Pasal 31 ayat (1) Perpres Nomor 3 Tahun 2016 yang selengkapnya berbunyi: 

“Dalam hal terdapat laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat kepada pimpinan 

kementerian/lembaga, gubernur, atau bupati/walikota sebagai pelaksana Proyek Strategis 

Nasional atau kepada Kejaksaan Agung atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 

mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan Proyek 

Strategis Nasional, penyelesaian dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi 

pemerintahan”. 

 

Dari ketentuan Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tersebut jelas, bahwa dalam hal adanya 

laporan dan pengaduan terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang pada 

pejabat pemerintahan atas pelaksanaan proyek, upaya penegakan hukum tindak pidana 

korupsi bukan lagi menjadi pilihan pertama, melainkan dengan mendahulukan proses 

administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi 

pemerintahan. Meskipun ketentuan dalam Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tertuju pada 

percepatan pelaksanaan proyek stategis nasional, tetapi secara esensi memperlihatkan 

penerapan hukum pidana korupsi di bawah UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan 

ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 menghambat jalannya pemenuhan kebutuhan 

dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bahkan, secara khusus Inpres Nomor 1 

Tahun 2016 mengintruksikan kepada Kejaksaan Agung dan kepolisian agar mendahulukan 

proses administrasi pemerintahan sesuai ketentuan Undang-Undang Administrasi 

Pemerintahan (UUAP) Nomor 30 Tahun 2014 sebelum melakukan penyidikan atas laporan 



 

 

masyarakat yang menyangkut penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan Proyek 

Strategis Nasional. Kemudian, meneruskan/menyampaikan laporan masyarakat yang diterima 

oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 

mengenai penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional kepada 

pimpinan kementerian/lembaga atau pemerintah daerah untuk dilakukan pemeriksaan dan 

tindak lanjut penyelesaian atas laporan masyarakat, termasuk dalam hal diperlukan adanya 

pemeriksaan oleh aparat pengawasan intern pemerintah. 

Ketentuan penanganan laporan mengenai penyalahgunaan wewenang (kewenangan) 

yang dilakukan pejabat pemerintahan dalam pelaksanaan perpres dan inpres seperti 

dikemukakan di atas, pada satu sisi terlihat sebagai sebuah keputusan yang tidak pro anti 

korupsi, dan di sisi lain mengindikasikan penegakan hukum tindak pidana korupsi di 

Indonesia secara konseptual tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dalam upaya pencapaian 

tujuan negara, yakni mewujudkan kesejahteraan sosial melalui pemenuhan kebutuhan dasar. 

Selain itu, kehadiran Perpres Nomor 3 Tahun 2016 dan Inpres Nomor 1 Tahun 2016 tidak 

identik dengan adanya suatu kepastian hukum atas tanggung jawab hukum pejabat 

pemerintahan dalam menjalankan tugas pemerintahan. Bahkan, ketentuan yang terdapat 

dalam perpres dan inpres tersebut terbatas pada tindakan atau kebijakan pejabat pemerintahan 

dalam merealisasikan pelaksanaan proyek strategis nasional. Pertanyaannya kemudian, 

bagaimana dengan tindakan dan keputusan pejabat pemerintahan dalam melaksanakan 

proyek yang bukan proyek strategis nasional ? Dalam kaitan ini, pejabat pemerintahan 

kembali dihadapkan pada dualisme pertanggungjawaban hukum, dimana dalam hal terjadinya 

penyalahgunaan kewenangan, terhadap pejabat pemerintahan tersebut penegakan hukum 

tindak pidana korupsi bisa langsung diterapkan apabila pejabat pemerintahan bersangkutan 

tidak mempergunakan upaya pengujian tindakan atau keputusannya ke Pengadilan Tata 

Usaha Negara. 



 

 

Bahkan, setelah diundangkanya UUAP Nomor 30 Tahun 2014, persoalan normatif dalam 

penegakan hukum tindak pidana korupsi makin memperlihatkan conflict of norm. Persoalan 

conflict of norm tersebut misalnya antara ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 UU Pengadilan 

Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 dengan ketentuan Pasal 21 ayat 

(1) jo. Pasal 1 angka 18 jo. Pasal 17 UUAP Nomor 30 Tahun 2014, berkenaan dengan 

kompetensi absolut untuk memeriksa dan memutus unsur “menyalahgunakan kewenangan” 

karena jabatan dalam tindak pidana korupsi, yang konsepnya oleh beberapa ahli hukum 

dipandang sama dengan konsep “penyalahgunaan wewenang”, dalam UUAP kewenangan 

untuk memeriksa dan memutus masalah tersebut diberikan kepada Peradilan Tata Usaha 

Negara (Peradilan TUN).
30

 

Konflik norma hukum itu pada satu pihak memperlihatkan adanya tumpang tindih 

peraturan perundang-undangan dalam upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi, di lain 

pihak menggambarkan bagaimana selama ini penerapan norma hukum tindak pidana korupsi 

berjalan sendiri sebelum diundangkannnya UUAP Nomor 30 Tahun 2014. Pembebanan 

tanggung jawab hukum terhadap pejabat pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan 

kewenangannya dilakukan di bawah keberagaman konsep ajaran penyalahgunaan 

kewenangan dan nyaris tidak ada patokan yuridis mengenai apa yang disebut dengan 

kewenangan dan wewenang pejabat pemerintahan itu, kecuali menyandarkan pada doktrin 

hukum yang beragam. 

Selain itu, pertanggungjawaban yang dihadapkan kepada pejabat pemerintahan pada 

masa sebelum diundangkannya UUAP Nomor 30 Tahun 2014, pejabat pemerintahan tidak 

memiliki kesempatan atau sarana perlindungan hukum untuk menguji apakah tindakan dan 

keputusan yang diambilnya merupakan penyalahgunaan kewenangan atau tergolong sebagai 

perbuatan melawan hukum. Artinya, dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi yang 
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demikian, potensial terjadinya ketidakadilan dan ketidakpastian hukum akan 

pertanggungjawaban hukum pejabat pemerintahan dalam melaksanakan urusan 

pemerintahan. Dalam kaitan ini, pertanyaannya adalah, apakah pasca diberlakukannya UUAP 

Nomor 30 Tahun 2014 telah menyelesaikan persoalan pertanggungjawaban hukum pejabat 

pemerintahan dalam menjalankan wewenang jabatannya dalam konteks penegakan hukum 

tindak pidana korupsi ? Pertanyaan ini menjadi penting, terutama karena perlindungan hukum 

yang diberikan UUAP terhadap pejabat pemerintahan belum bulat dan masih menyisakan 

sejumlah persoalan normatif. Kemudian, pada titik mana terjadi harmonisasi hukum antara 

penyalahgunaan kewenangan dalam perspektif hukum administrasi dan hukum tindak pidana 

korupsi. Singkatnya, UUAP masih setengah hati merumuskan perlindungan terhadap pejabat 

pemerintahan karena tidak mampu menegaskan mana tindakan dan keputusan pejabat 

pemerintahan yang tidak dapat dipidana. 

Seperti diketahui, dengan diundangkannya UUAP secara juridis normatif tidak 

terpisahkan dari hukum tindak pidana korupsi di bawah UUPTPK Nomor 31 Tahun 1999 jo 

UU Nomor 20 Tahun 2001. Meskipun, pengundangan UUAP dipandang memberikan 

perlindungan hukum bagi pejabat pemerintahan dalam melaksanakan wewenang dan 

kewenangan jabatan, tetapi belum secara jelas dan lengkap mengenai sifat, bentuk dan 

prosedur pemenuhan dan penegakan hak-hak konstitusional pejabat pemerintahan.
31

 

Persoalan ini berkorelasi dengan kebijakan Presiden menerbitkan Perpres Nomor 3 Tahun 

2016 dan Inpres No 1 Tahun 2016 yang memberikan penegasan agar dalam hal adanya 

laporan penyalahgunaan kewenangan didahulukan penyelesaiannya secara administratif. 

Dalam konteks ini, mendahulukan penyelesaian secara adminisratif tidak serta merta 

menutup pintu bagi penegakan hukum tindak pidana korupsi. Artinya, tidak ada suatu 
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ketentuan yang mencegah penegakan hukum tindak pidana korupsi untuk mengusut tindakan 

atau keputusan pejabat pemerintahan yang sudah diselesaikan secara administratif. 

Kehadiran UUAP cenderung dipahami dalam perspektif pelindungan hukum bagi pejabat 

pemerintahan dalam menjalankan urusan pemerintahan dan belum menjawab persoalan 

pertanggungjawaban hukum yang dibebankan kepada pejabat pemerintahan dalam menjalan 

tugas dan wewenang jabatan dalam perspekstif hukum pidana korupsi. Dalam konteks ini, 

perdebatan normatif atas suatu perbuatan pejabat pemerintahan, apakah merupakan masalah 

administrasi atau pidana atau merupakan tindakan dalam bidang hukum perdata masih 

potensial terjadi. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian Yusron yang menyimpulkan, 

bahwa secara normatif perlindungan hukum pejabat pemerintahan telah diberikan baik 

bersifat premtif, preventif dan represif, namun secara detil masing-masing dari sifat 

perlindungan hukum tersebut belum diatur mekanisme dan pemenuhannya dalam peraturan 

perundang-undangan.
32

 Dengan demikian, terhadap tindakan dan keputusan pejabat 

pemerintahan dalam menjalankan urusan pemerintahan sebagai objek tindak pidana korupsi 

masih terbuka ruang bagi munculnya perbedaan yang tajam antara hukum tindak pidana 

korupsi dan hukum administrasi negara.  

Potensi conflict of norm dalam penanganan atau penegakan hukum tindak pidana korupsi 

dalam konteks pejabat pemerintahan melaksanakan tugas dan wewenang jabatan masih 

memerlukan suatu titik temu. Hal ini terutama karena conflict of norm tersebut tumbuh dalam 

area “abu-abu” dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi seperti telah dikemukakan. 

Selain itu, conflict of norm dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi juga tidak dapat 

dilepaskan dari konsep dan landasan pemikiran menempatkan tindakan dan keputusan pejabat 

pemerintahan sebagai objek hukum tindak pidana korupsi. 
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Banyak kasus yang dapat diajukan sebagai fakta, bagaimana conflict of norm itu terjadi 

dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Satu diantaranya adalah putusan Mahkamah 

Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor 572K/PID/2003 dalam Kasus Akbar Tanjung, 

dimana MARI dalam pertimbangan hukum putusannya menyatakan, bahwa manakala suatu 

dakwaan telah dikaitkan dengan masalah kewenangan ataupun jabatan dan kedudukan seperti 

halnya yang didakwakan terhadap diri terdakwa dalam kasus ini Akbar Tanjung, maka 

menurut Mahkamah Agung hal tersebut tidak terlepas dari pertimbangan-pertimbangan 

hukum aspek hukum administrasi negara, dimana pada dasarnya berlaku prinsip 

pertanggungjawaban jabatan yang harus dibedakan dan dipisahkan dari prinsip 

pertanggungjawaban perorangan atau pribadi sebagaimana yang berlaku sebagai prinsip yang 

berlaku dalam hukum pidana. Pertimbangan Mahkamah Agung tersebut, selain 

memperlihatkan conflict of norm dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi antarbidang 

hukum, sekaligus menunjukan adanya perbedaan pandangan dan paham hukum di dalam 

tubuh institusi peradilan sendiri terhadap satu persoalan hukum yang sama. 

Fakta conflict of norm seperti pada kasus Akbar Tanjung terus berlanjut dalam 

penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam bentuk dan dimensinya yang berbeda antara 

satu perkara korupsi dengan perkara korupsi yang lain. Kenyataan penegakan hukum tindak 

pidana korupsi tersebut, selain bersumber dari adanya area “abu-abu” seperti dikemukakan 

Rudy Satrio, juga sangat erat kaitannya dengan keadaan pada saat pembentukan UUPTPK 

Nomor 31 Tahun 1999, dimana ketika itu belum ada undang-undang administrasi 

pemerintahan (UUAP) yang menjadi acuan dan pengaturan mengenai kewenangan dan 

wewenang jabatan. Termasuk dengan cara bagaimana kewenangan dan wewenang jabatan itu 

dijalankan oleh pejabat pemerintahan. Dalam kaitan ini, pertimbangan-pertimbangan hukum 

yang dilakukan terhadap kewenangan atau wewenang jabatan yang dijalankan pejabat 

pemerinahan yang diacu adalah pendapat ahli hukum administrasi negara. Ketiadaan acuan 



 

 

normatif dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi merupakan salah satu penyebab 

utama lahirnya penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dirasakan tidak berkepastian 

hukum dan inkonsistensi. 

Dengan demikian, pengundangan UUAP Nomor 30 Tahun 2014 sebagai UUAP pertama 

di Indonesia sejak berdirinya negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat, belum 

menuntaskan masalah pertanggungjawaban pejabat pemerintahan terhadap tindak pidana 

korupsi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Dalam hal ini, Perpres Nomor 3 Tahun 

2016 dan Inpres Nomor 1 Tahun 2016 yang diterbitkan Presiden seperti telah dikemukakan, 

hanya bersifat terbatas dan penundaan sementara untuk pemeriksaan secara pidana korupsi. 

Kedua peraturan Presiden tersebut pada pokoknya hanya meminta kepada penegak hukum 

untuk mendahulukan penyelesaian secara administratif dalam hal adanya laporan 

penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan proyek stategis nasional. Lagi pula 

kedudukan kedua peraturan Presiden itu lebih lebih rendah dari UUPTPK Nomor 31 Tahun 

1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001, sehingga dapat saja diabaikan dalam praktik peradilan. 

Dari fakta yang terdapat dalam pratik penegakan hukum tindak pidana korupsi di 

Indonesia, persoalan pokoknya sebenarnya tereletak dan bersumber pada norma hukum dan 

pertanggungjawaban hukum perjabat pemerintahan yang dituangkan dalam UUPTPK Nomor 

31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001. Dalam konteks ini, pandangan yang 

beranggapan mengganti dan memperbaiki peraturan perundang-undangan tidak akan 

berakibat membereskan masalah korupsi tidak sepenuhnya benar. Pandangan ini melupakan, 

bahwa penegakan hukum tindak pidana korupsi akan berhasil mencapai tujuannya bermula 

dari bagaimana tindak pidana korupsi itu dirumuskan dan dikonsepkan. Tidaklah dapat 

dipungkiri, misalnya penerapan tindak pidana korupsi Pasal 2 UUPTPK Nomor 31 Tahun 

1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tidak sedikit pejabat pemerintahan yang terjerat kasus 

korupsi karena dianutnya perbuatan melawan hukum materil pada tindak pidana korupsi 



 

 

tersebut. Bahkan dalam praktik peradilan, tindak pidana korupsi yang dituangkan dalam Pasal 

2 dan Pasal 3 UUPTPK Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tampak nyaris 

selalu digandengkan keduanya dalam suatu dakwaan terhadap pejabat pemerintahan yang 

didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. 

Akibatnya, selain rumusan tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 

yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 1999 yang bisa diterapkan 

secara luas atau atas semua keadaan yang melingkupi tugas dan kewenangan pejabat 

pemerintahan, di dalam penerapan praktik peradilan, penegak hukumnya menggunakan 

penafsiran yang beragam.  

Keluasan rumusan tindak pidana korupsi Pasal 2 UUPTPK Nomor 31 Tahun 1999 

misalnya, dikatakan sebagai cara agar mudah mengikuti arus perkembangan masyarakat 

justeru akan melahirkan ketidakpastian hukum dan di sisi lain rentan melahirkan 

kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum. Dalam kaitan ini, boleh jadi instruksi 

Presiden seperti telah dikemukakan tumbuh dari adanya imbas atas penerapan tindak pidana 

korupsi yang dibentuk atau dipikirkan sebagai tindak pidana yang mudah mengikuti 

perkembangan masyarakat yang tanpa ada batasannya. Dalam kaitan ini, 

pertanggungjawaban hukum pejabat pemerintahan terhadap tindak pidana korupsi dalam 

menjalankan tugas dan kewenangannya tanpa hadir norma hukum administrasi pemerintahan 

memicu timbulnnya conflict of norm. 

Beberapa hal yang dikemukakan di atas, pada dasarnya memperlihatkan dan menegaskan 

ada persoalan normatif dan pertanggungjawaban pejabat pemerintahan terhadap tindak 

pidana korupsi dalam lingkup tugas dan kewenangannya dan di sisi lain adalah tolok ukur 

yang digunakan dalam kaitannya dengan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan 

kewenangan sebagai unsur tindak pidana korupsi. Persoalan-persoalan normatif dan konsep 

penegakan hukum tindak pidana korupsi terhadap pejabat pemerintahan tidak boleh diabaikan 



 

 

guna mewujudkan penegakan hukum yang berkepastian hukum dan berkeadilan. Apalagi 

dalam hal penegakan hukum tindak pidana korupsi berkaitan dengan penggunaan 

kewenangan deskresioner, dan bahkan akan tampak lebih rumit dalam kasus-kasus korupsi 

yang berlatar belakang politik.
33

 Dalam kaitan ini pemberian perlindungan hukum terhadap 

pejabat pemerintahan harus berjalan integral dengan pertanggungjawaban hukum pejabat 

pemerintahan terhadap tindak pidana korupsi. 

 

B. Rumusan Permasalahan 
 

Bertolak dari latar belakang penelitian yang telah dikemukakan sebelum ini, maka yang 

menjadi fokus penelitian adalah tentang pertanggungjawaban hukum pejabat pemerintahan 

terhadap tindak pidana korupsi dalam lingkup tugas dan kewenangan administratif. Masalah 

pokok tersebut dielaborasi menjadi tiga sub masalah, yakni:  

a. Mengapa diperlukan pertanggungjawaban hukum yang jelas bagi pejabat 

pemerintahan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. 

b. Apakah kebijakan dan kesalahan administratif pejabat pemerintahan dalam 

menjalankan tugas dan kewenangan dapat dijadikan tindak pidana korupsi. 

c. Apa tolok ukur untuk menentukan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan 

kewenangan sebagai tindak pidana korupsi pejabat pemerintahan dalam menjalankan 

tugas dan kewenangan. 

 

C. Keaslian Penelitian 

 

Berdasarkan latar belakang penelitian ini, terdapat sejumlah penelitian dari kalangan 

hukum yang menghasilan beberapa kesimpulan. Penelitian dari Andi Hamzah
34

 tahun 1984 

menunjukan bahwa dalam kasus korupsi yang diajukan ke pengadilan, ternyata ditemukan 
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telah terjadi perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara. Andi Hamzah 

mencontohkan pada kasus reboisasi di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Lampung 

terkait manipulasi penanaman pohon fiktif yang merugikan milyaran rupiah uang negara. 

Kenyataan menunjukan bahwa korupsi yang sampai saat ini diduga masih terjadi, meskipun 

pengaturannya begitu jelas, cukup memprihatinkan dan begitu rumit dalam memberantasnya 

sehingga sangat kompleks dan membawa pengaruh besar untuk membawa bangsa Indonesia 

keluar dari krisis multi-dimensi. 

Penelitian Andi Hamzah, selain masih di bawah lingkup penerapan UUPTPK Nomor 3 

Tahun 1971, nampaknya mengintrodusir mengenai kerugian keuangan negara, dan tidak 

mengkaji lebih jauh kedudukan keuangan negara yang secara yuridis sudah diakomodir 

dalam UUPTPK Nomor 31 Tahun 1999. Persoalan keuangan negara yang berada dalam 

ranah hukum administrasi tidak tersentuh dalam penelitian Andi Hamzah. Dan belakangan 

muncul perdebatan dan perbedaan pendapat mengenai mana yang dikategorikan keuangan 

negara dan mana yang bukan.  

Penelitian disertasi Elwi Danil
35

 tahun 2001 yang membahas fungsionalitas hukum 

pidana dalam penanggulangan tindak pidana korupsi, menemukan pembaruan hukum pidana 

terhadap korupsi dapat ditempatkan pada alasan sosiologis, alasan praktis dan alasan politis. 

Penanggulangan yang terus meningkat tanpa tertanggulangi menunjukan bahwa korupsi telah 

berada pada taraf yang tidak boleh ditoleransi, baik hukum pidana subtantif maupun hukum 

acara pidana. Misalnya, korupsi dirumuskan sebagai tindak pidana korupsi formil, perluasan 

subjek yang memungkinkan korporasi dapat dipertanggungjawabkan, dianutnya sistem sanksi 

minimum khusus, diimplementasikan fungsi positif dari ajaran sifat melawan hukum materil, 

dan dimungkinkannya peradilan in absentia bagi terdakwa korupsi.  
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Penelitian Elwi Danil lebih menitik beratkan pada fungsionalisasi dan pembaharuan 

hukum pidana terhadap korupsi. Penelitiam ini telah membuka ruang adanya sejumlah 

kesenjangan atau kekurangan pengaturan hukum dalam kaitannya dengan tindak pidana 

korupsi. Namun penelitian ini belum menyentuh kajian terhadap fungsionalisasi hukum 

pidana dalam konteks hukum admnistrasi atau berkaitan dengan sikap tindak pejabat 

pemerintahan yang dipayungi hukum administrasi negara. 

Penelitian lainya dari M. Akil Muchtar
36

 dalam disertasinya berjudul ”Penerapan 

Pembalikan Beban Pembuktian dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia” 

menyimpulkan, bahwa penerapan ketentuan pembalikan beban pembuktian berdasarkan 

UUPTPK Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 belum 

efektif karena belum diperkuat oleh hukum acara tersendiri sehingga dalam proses 

persidangan perkara korupsi hakim belum dapat menerapkan ketentuan tersebut. Praktik 

proses pembalikan beban pembuktian dalam UUPTPK Nomor 31 Tahun 1999 yang telah 

diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 belum dapat digunakan sebagai sarana hukum 

untuk mempercepat proses pemulihan kerugian negara/perekonomian negara (asset 

recovery). Dari penelitian M. Akil Muchtar didapat suatu konsep pembalikkan beban 

pembuktian dalam sistem hukum pembuktian pada masa yang akan datang harus sejalan 

dengan Konvensi Anti Korupsi PBB (UU Nomor 7 Tahun 2006) dan konvensi Kejahatan 

Transional Tahun 2000 (UU Nomor 5 Tahun 2009) serta harus dapat digunakan sebagai 

sarana hukum untuk mempercepat proses pemulihan kerugian/perekonomian negara (asset 

recovery) dengan menjangkau aset terdakwa hasil korupsi yang disembunyikan di negara lain 

dan memudahkan pembuktian dalam tindak pidana gratifikasi serta kasus-kasus korupsi yang 

besar.  
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Penelitian disertasi Marwan Mas
37

 yang berjudul “Putusan Bebas dalam Perkara Tindak 

Pidana Korupsi suatu Kajian Sosio-Yuridis” menyimpulkan lemahnya dakwaan Penuntut 

Umum terhadap terdakwa perkara korupsi berpengaruh secara signifikan sehingga terdakwa 

dijatuhi putusan bebas. Kelemahan dakwaan terletak pada ketidaksesuaian antara Pasal 

undang-undang korupsi dan KUH Pidana yang didakwakan dengan perbuatan terdakwa.
38

 

Lebih jauh disimpulkan, bahwa pandangan dan sikap masyarakat terhadap proses penangan 

perkara korupsi oleh Penuntut Umum dan hakim yang melahirkan putusan bebas, cukup 

beragam dan sejalan dengan fenomena yang terungkap selama ini.
39

 Penelitian Marwan Mas 

cenderung mengkaji masalah-masalah adanya putusan bebas dalam perkara-perkara korupsi, 

dan mencermati persoalan pengelolaan dan penanganan perkara di pengadilan, khususnya 

terkait dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Meskipun demikian, penelitian Marwan Mas 

menjadi satu pintu masuk dan menguatkan fokus kajian dari penelitian penulis. 

Sepanjang penelusuran yang penulisan lakukan, beberapa hasil penelitian yang 

dikemukakan di atas, pada umumnya merupakan penelitian terhadap tindak pidana korupsi 

yang dikaji dari sudut pandang hukum pidana dan merupakan penelitian-penelitian yang 

menunjukan beberapa kelemahan dan kesenjangan dari penanganan tindak pidana korupsi. 

Penelitian yang dilakukan Elwi Danil yang menyentuh fungsionalisasi hukum dalam tindak 

pidana korupsi menurut hemat penulis lebih subtantif dan berguna dalam memahami 

penanganan tindak pidana korupsi secara lebih berkualitas, meskipun tidak mencurahkan 

kajiannya secara khusus atas korupsi terkait dengan sikap tindak pejabat pemerintahan dalam 

menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya.  

Sepanjang penelusuran terhadap penelitian-penelitian berkaitan dengan tindak pidana 

korupsi, tidak banyak ditemukan adanya hasil penelitian yang bersifat lintas bidang hukum. 
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Satu penelitian yang dituangkan Wuri Adriyani
40

 dalam disertasinya yang berjudul 

”Kedudukan Persero dalam Hubungan dengan Hukum Publik dan Hukum Privat” kajianya 

tidak menyentuh langsung persoalan hukum administrasi negara dalam pemberantasan tindak 

pidana korupsi. Meskipun demikian, penelitian yang dilakukan Wuri Adriyani menyentuh 

salah satu unsur dari tindak pidana korupsi berkaitan dengan keuangan negara. Wuri Adriyani 

dalam penelitiannya menemukan, bahwa ketentuan hukum publik dan hukum privat tidak 

berlaku secara sinkron. Latar belakang untuk hal ini adalah adanya insinkronisasi pengertian. 

Insinkronisasi pengertian “kekayaan negara” dalam UU Keuangan Negara dengan pengertian 

“kekayaan negara yang dipisahkan” dalam UU BUMN membuat pelaksanaan 

pertanggungjawaban keuangan Persero bermasalah.
41

  

Meskipun tidak melakukan pengkajian terhadap tindak pidana korupsi secara langsung, 

tetapi penelitian Wuri Adriyani memberikan sumbangan terhadap masalah kedudukan 

keuangan negara yang tematik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dalam perspektif 

kajian hukum publik dan hukum perdata. 

Selanjutnya penelitian Nur Basuki Minarno dalam disertasinya, “Penyalahgunaan 

wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang 

Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi” yang kemudian diterbitkan dalam bentuk buku. Fokus 

dari penelitian ini terkait penyalahgunaan wewenang dalam konteksnya dengan pengelolaan 

keuangan daerah, juga membahas masalah parameter penyalahgunaan wewenang dan 

melawan hukum.
42

 Namun, parameter yang dikaji dalam penelitiannya belum menyentuh 

persoalan, pertanggungjawaban hukum yang beragam yang dilekatkan pada pejabat 

pemerintahan ketika dihadapakan pada tunduhan melakukan korupsi dalam menjalankan 
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jabatan. Intinya, paramater yang diajukan Nur Basuki belum menjawab persoalan, dimana 

titik temu antara hukum administrasi disatu pihak dan hukum pidana korupsi dilain pihak 

dalam penanganan perkara korupsi pejabat pemerintahan. Penelitian yang dilakukan Nur 

Basuki belum menyentuh soal kebijakan dan kesalahan administratif sebagai objek tindak 

pidana korupsi. Meskipun demikian, penelitan yang dilakukan Basuki bermanfaat bagi 

penelitian disertasi penulis. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

 

Bertolak dari perumusan masalah, penelitian ini mempunyai tujuan umum dan tujuan 

khusus. Tujuan umum penelitian ini adalah menemukan penyelesaian problem normatif dan 

penegakan hukum yang tidak benar, yang menimbukan pertentangan kaidah dan jurisdiksi 

antara hukum administrasi negara dan hukum pidana (korupsi). Disamping itu, penelitian ini 

diharapkan memberikan kontribusi konseptual yang memiliki validitas teoritis dan praktis 

dari aspek pertanggungjawaban hukum atau akuntabilitas sehingga semua kegiatan dan upaya 

penegakan hukum dalam hal terjadinya tindak pidana korupsi dapat dipertanggungjawabkan 

secara hukum dan berkepastian hukum serta memenuhi rasa keadilan. Penelitian ini juga 

bertujuan untuk menemukan tolok ukur dalam menentukan adanya perbuatan melawan 

hukum dan penyalahgunaan kewenanganan sebagai unsur tindak pidana korupsi dalam 

pejabat pemerintahan menjalankan tugas dan wewenangnya.  

Sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban hukum yang jelas bagi 

pejabat pemerintahan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. 

2. Untuk mengkaji dan menemukan dapat tidaknya suatu kebijakan dan kesalahan 

administratif pejabat pemerintahan dalam menjalankan tugas dan kewenangan dapat 

dijadikan tindak pidana korupsi. 



 

 

3. Untuk menemukan tolok ukur untuk menentukan perbuatan melawan hukum dan 

penyalahgunaan kewenangan sebagai tindak pidana korupsi pejabat pemerintahan 

dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. 

2. Manfaat Penelitian 

 

2.1 Manfaat Teoritis. 

 

Penelitian ini merupakan penelitian interdisipliner antara hukum administrasi negara dan 

hukum pidana korupsi. Manfaat teoritik yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 

pembangunan ilmu hukum, disamping diharapkan bermanfaat untuk pengembangan teori-

teori hukum tentang perlunya pengaturan yang konsisten antarbidang hukum.  

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis terhadap perkembangan hukum 

adminitrasi negara dan hukum pidana (pidana korupsi) di Indonesia dalam kaitannya dengan 

upaya pemberantasan korupsi dan di sisi lain memberikan tolok ukur atas sikap-tindak 

pejabat pemerintahan yang dapat dipandang sebagai tindak pidana korupsi. 

2.2 Manfaat Praktis 

 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan berguna bagi praktik penegakan hukum dalam 

upaya pemberantasan korupsi dalam kaitanya dengan perbuatan melawan hukum dan 

penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat pemerintahan. Di samping itu manfaat praktis hasil 

penelitian juga diharapkan menemukan tolok ukur untuk menentukan adanya perbuatan 

melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan sebagai unsur tindak pidana pejabat 

pemerintah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sehingga tercipta penerapan dan 

penegakan hukum yang konsisten dan mendorong penegakan hukum yang berkepastian 

hukum dan berkeadilan.  

Dengan mengetahui yurisdiksi antara hukum administrasi negara dan hukum pidana serta 

kedaulatan masing-masing bidang hukum tersebut akan memberikan dampak positif dalam 

penanganan kasus-kasus korupsi di lingkungan pejabat pemerintah di Indonesia. 



 

 

E. Kerangka Teoritik dan Konseptual 

 

1. Kerangka Teoritik 

 

Salah satu tujuan negara hukum Indonesia adalah mewujudkan masyarakat adil dan 

makmur dan negara tidak hanya memelihara ketertiban masyarakat, tetapi negara 

berkewajiban dan turut serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Di samping menjalankan 

tugas pemerintahan, terkait adanya pemberian wewenang atau pendelegasian wewenang dari 

pemerintah kepada pejabat pemerintahan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, baik 

dalam bentuk undang-undang, maupun peraturan pelaksanaannya dalam rangka pelayan 

publik. Karenanya. pejabat pemerintahan mengemban tugas negara yang khusus di lapangan 

penyelenggaraan kepentingan umum untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, merata 

material serta spritual yang merupakan tugas servis publik.
43

 

Tugas servis publik membawa pejabat pemerintahan kepada suatu konsekuensi khusus, 

yaitu memerlukan “povoir discretionnare” untuk dapat bertindak atas inisiatif sendiri. Ini 

terutama diperlukan dalam penyelesaian persoalan-persoalan penting yang timbul dan 

tumbuh secara tiba-tiba. Dalam hal demikian, pejabat pemerintahan terpaksa harus bertindak 

cepat membuat penyelesaian.
44

 Dengan kewenangan yang dimiliki pejabat pemerintahan di 

dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak tertutup kemungkinan pejabat pemerintahan 

melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige overheidsdaaad) atau 

menyalahgunakan kewenangan dan dihadapkan pada beberapa bentuk tanggung jawab 

hukum yang mesti dipikulnya secara pribadi, meskipun keputusan atau tindakan yang 

dilakukannya dalam kerangka jabatan. 

 

1. 1. Teori Pertanggungjawaban Hukum 
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Jika hukum mengatur tindakan manusia, maka hukum hanya bermakna bagi orang-orang 

yang dapat melakukan tindakan, baik sebagai tindak pidana atau sebagai sanksi, baik 

melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Namun kemampuan bertindak tersebut 

tidak secara langsung sama dengan kemampuan melakukan tindak pidana karena dalam 

hukum modern mensyaratkan adanya kondisi mental tertentu. Secara hukum, kemampuan 

bertindak utamanya adalah kemampuan melakukan hubungan hukum serta kemampuan untuk 

mempengaruhi prosedur yudisial melalui tuntutan atau banding.
45

  

Hans Kelsen mengemukakan, ketika suatu norma mengkualifikasikan tindakan induvidu 

tertentu sebagai suatu kondisi hukum atau konsekuensi hukum, hal ini berarti hanya induvidu 

inilah yang dapat dan mungkin (capable) melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan 

hukum. Hanya dialah yang kompeten. Suatu tindakan melakukan sesuatu atau tidak 

melakukan sesuatu tersebut adalah suatu kondisi hukum atau konsekuensi hukum menurut 

suatu norma tertentu.
46

 Namun, dalam hukum modern juga terdapat ketentuan, bahwa tidak 

semua manusia dapat dihukum.
47

 Dapat tidaknya seseorang dihukum ditentukan apakah 

mereka kapabel melakukan tindak pidana
48

. Artinya, seseorang dapat dihukum atau dimintai 

pertanggungjawaban hukum ditentukan kompetensi dan kapabilitas mereka atas suatu 

tindakan.  

Dalam kaitannya dengan dapat tidaknya seseorang dihukum merupakan 

pengejawantahan dari tanggung jawab hukum. Bentuk tanggung jawab hukum adalah; 
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Pertama, culpability” dan “absolute liability”; Kedua, tanggung jawab induvidual dan 

kolektif. 
49

 

Suatu konsep terkait dengan kewajiban hukum adalah tanggung jawab hukum ((liability). 

Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah 

bahwa dia dapat dikenakan saksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam 

kasus sanksi dikenakan terhadap deliquent karena perbuatannya sendiri yang membuat orang 

tersebut harus bertanggung jawab. Dalam kasus ini, subjek responsibility dan subjek 

kewajiban hukum adalah sama. Menurut teori tradisonal terdapat dua macam tanggung jawab 

yang dibedakan, yaitu pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (based on fault) dan 

pertanggungjawaban mutlak (absolute responsibility).
50

 

Pada pertanggungjawaban hukum dalam arti tanggung jawab induvidual dan kolektif ada 

perbedaan terminologis antara kewajiban hukum dan pertanggungjawaban hukum diperlukan 

ketika sanksi tidak atau tidak hanya dikenakan terhadap diliquent, tetapi juga terhadap 

induvidu yang secara hukum terkait dengannya. Hubungan tersebut ditentukan oleh aturan 

hukum. Pertanggungjawaban korporasi terhadap suatu tindak pidana yang dilakukannya oleh 

organnya dapat menjadi contoh.
51

  

Secara teoritis pertanggungjawaban hukum setiap bidang hukum memiliki ciri, sifat dan 

karakteristik sendiri. Van Apeldoorn
52

 mengemukakan, pada prinsipnya tanggung jawab 

hukum (liability) akan merujuk pada tanggung jawab hukum dalam ranah hukum publik dan 

dalam ranah hukum privat. Mengingat fokus kajian disertasi ini tindak pidana korupsi di 

kalangan pejabat pemerintahan, khususnya tekait dengan perbuatan melawan hukum dan 

menyalahgunakan kewenangan, maka teori tanggung jawab hukum yang dikemukan adalah 

dari sisi hukum pidana dan hukum administrasi negara yang keduannya sama-sama sebagai 
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hukum publik. Meskipun sama-sama hukum publik, tetapi soal pertanggungjawaban hukum 

antara kedua bidang hukum ini tidaklah sama sifat dan karakteristiknya. 

Pada pertanggungjawaban pejabat menurut Kranenburg dan Vegtig ada dua teori yang 

melandasinya yaitu: (a) teori fautes personalles, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian 

terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah 

menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku 

pribadi. (b)  teori fautes de services, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap 

pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini 

tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu 

disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau 

kesalahan ringan, dimana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung 

jawab yang harus ditanggung.
53

 

 

1. 2. Teori Kewenangan 

 

Pejabat pemerintahan dalam menjalankan tugas dan wewenang diberikan kekuasaan. 

Dengan kekuasaan itu pejabat pemerintahan melaksanakan tugas dan fungsi melaksanakan 

pembangunan, pengaturan dan pelayanan publik. Kekuasaan ini digunakan sesuai dengan 

tujuan diberikannya berdasarkan norma-norma pengatur dan pengarah.  

Kekuasaan yang dimiliki pejabat pemerintahan itu bersumber dari hukum dan sekaligus 

pembatas bagi kekuasaan. Miriam Budiardjo memberikan arti kekuasaan sebagai kemampuan 

seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau 

sekelompok orang lain sehingga tingkah-laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan 

dari orang yang mempunyai kekuasaan
54

. Sementara itu Mac Iver, merumuskan kekuasaan 

sebagai, the capacity to control the behavior of others either directly by fiat or indirectly by 
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manipulation of available means.
55

 (Kekuasaan sosial adalah kemampuan mengendalikan 

tingkah laku orang lain, baik secara lansung dengan jalan memberi perintah, maupun secara 

tidak lansung dengan mempergunakan alat dan cara yang tersedia.)  

Kekuasaan tidak bermakna dan tidak menghasilkan apa-apa bila tidak dijalankan. Karena 

itu, harus ada organ atau penguasa yang menjalankannnya. Dalam hubungan ini, negara 

dikonsepkan sebagai himpunan jabatan-jabatan yang diisi oleh sejumlah pejabat yang 

mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan subjek-kewajiban. Atas pandangan 

demikian, maka lahir teori yang menyatakan bahwa negara adalah subjek hukum buatan.
56

 

Dalam perspektif Hukum Tata Negara, kekuasaan, wewenang (bevoegdheid) 

dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (rechtsmacht) dalam hukum publik, wewenang 

berkaitan dengan kekuasaan.
57

 Kekuasaan mempunyai makna yang sama dengan 

kewewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh legislatif, eksekutif dan yudikatif adalah 

kekuasaan formal. 

Kekuasaan dapat bersumber dari; Pertama, bersumber dari peraturan perundang-

undangan dan; Kedua, bersumber dari bukan peraturan perundang-undangan atau karena 

jabatan yang dimilikinya. Sedangkan kewenangan hanya bersumber dari peraturan 

perundang-undangan yang sah dan diakui oleh suatu negara.  

Dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa kekuasaan memiliki dua aspek, 

yakni aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum saja. 

Kekuasaan bersumber pada peraturan perundang-undangan dan di luar peraturan perundang-

undangan, sedangkan kewenangan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

Sehingga dapat dikatakan, bahwa kewenangan merupakan kekuasaan yang sah, yang 

bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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Kewenangan sangat penting eksitensinya dalam kajian hukum administrasi negara dan 

hukum tata negara. F.A.M Stoink dan J.G Steenbeek
58

 menyebutkan bahwa kewenangan 

sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi. Kewenangan dan 

wewenang memiliki perbedaan yang mendasar, baik dalam arti maupun makna. Dalam 

bahasa Belanda wewenang disebut juga“bevoegheid”. Menurut Philipus M. Hadjon, ada 

perbedaan antara kewenangan dan wewenang, perbedaannya terletak pada karakter 

hukumnya. Istilah “bevoegheid”digunakan baik dalam konsep hukum publik maupun konsep 

hukum privat. Dalam hukum kita istilah kewenangan dan wewenang seharusnya digunakan 

dalam konsep hukum publik.
59

  

Dalam konsep Hukum Tata Negara, “bevoegheid” (wewenang) dideskripsikan sebagai 

“rechtmacht” (kekuasaan hukum). Jadi dalam hukum publik wewenang berkaitan dengan 

kekuasaan.
60

 Sedangkan dalam hukum administrasi Belanda soal wewenang selalu menjadi 

bagian penting dan bagian awal hukum administrasi negara karena objek hukum administrasi 

adalah “bestuurbevoegheid” (wewenang pemerintahan).
61

  

Jadi, perbedaan antara kewenangan dan wewenang adalah pertama kali harus 

membedakan antara (authority, gezag) dan wewenang (competence, bevoegheid). Gezag 

adalah ciptaan orang-orang yang sebenarnya paling berkuasa.
62

 Kewenangan yang disebut 

juga “kekuasaan formal” yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang 

atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif yang bersifat utuh dan bulat. 

Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Di dalam 

kewenangan terdapat wewenang-wewenang (rechtsbevoegheid).
63

 Wewenang juga 
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merupakan dalam ruang lingkup hukum publik, lingkup wewenang pemerintah (besluit), akan 

tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas distribusi wewenang utamanya 

ditetapkan dalam UUD.  

Secara teoritis, wewenang yang bersumber dari peraturan perundang perundang-

undangan diperoleh melalui cara atribusi, delegasi dan mandat. Atribusi adalah wewenang 

yang melekat pada jabatan, sedangkan delegasi adalah pemindahan/pengalihan suatu 

wewenang yang ada.
64

 Menurut Indroharto, pada atribusi terjadi pemberian wewenang 

pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan,
65

 

sedangkan pada delegasi terjadi pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau 

jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif 

kepada badan badan atau jabatan tata usaha negara lainnya. Jadi, delegasi selalu didahului 

oleh adanya atribusi wewenang,
66

 sedangkan mandat merupakan pemberian wewenang untuk 

bertindak untuk dan nama pemberi mandat. 

Wewenang yang diperoleh secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan 

perundang-undangan. Dalam atribusi, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang 

baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggung jawab intern dan ekstern 

pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang 

(atribtaris). Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, namun hanya ada pelimpahan 

wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat yang lainnya. Pertanggungjawaban juridis 

tidak lagi berada pada pemberi delegasi (delegans), tetapi beralih pada penerima delegasi 

(delegataris). Sementara itu pada mandat, penerima mandat hanya bertindak untuk dan atas 

nama pemberi mandat (mandans).  
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Berdasarkan uraian di atas, secara teoritis tanggung jawab hukum dalam perspektif 

hukum administrasi negara dan hukum pidana memiliki karakteristik yang berbeda. 

Perbedaan itu pada satu sisi bersumber pada tujuan hukum pidana dan tujuan hukum 

administrasi negara, dan di sisi lain terkait dengan karakter hukum pidana dan hukum 

administrasi negara.  

Seperti telah dikemukakan, Indonesia adalah negara hukum dengan konsep walfara state 

(negara kesejahteraan), dimana terdapat kewajiban pejabat pemerintahan untuk mewujudkan 

tujuan-tujuan negara yang dituangkan dalam konstitusi (alinea keempat Pembukaan UUD 

1945), yaitu, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan 

ketertiban dunia. Tujuan negara itu sekaligus tujuan hukum. Dalam hal ini, hukum bukanlah 

tujuan, tetapi alat untuk mencapai tujuan. Dengan kata lain, tujuan hukum integral dengan 

tujuan negara. Meskipun, secara tradisonal, ada yang memusatkan tujuan hukum untuk 

mewujudkan keadilan dan ketertiban.
67

 Menurut Bagir Manan, kalau dikaji lebih dalam, pada 

tingkat tertentu, dua tujuan itu tidak selalu seiring bahkan dapat bertentangan satu sama 

lain.
68

  

Di ranah tujuan hukum yang umum, kehadiran hukum pidana dalam ranah hukum 

administrasi negara sudah diterima dalam praktik. Hukum pidana memberikan dukungan 

terhadap keberlakuan kaedah hukum administrasi. Philipus M. Hadjon mengemukakan, 

bahwa pelaksanaa tugas-tugas pemerintah antara lain menuntut terciptanya suasana tertib, 

termasuk tertib hukum. Pembangunan negara merupakan bagian mendasar dari pelaksanaan 

tugas-tugas pemerintah karena hal tersebut tidak terlepas dari upaya pemberian pelayanan 

pada masyarakat dan warga negara (bestuurszorg, termasuk staatsbemoeienis). Di dalam 

rangka mewujudkan suasana tertib itu, maka berbagai program dan kebijakan pembangunan 
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negara yang perlu didukung dan ditegakkan oleh seperangkat kaidah peraturan perundangan-

undangan yang antara lain membuat aturan dan pola prilaku-perilaku tertentu, berupa 

larangan-larangan, kewajiban-kewajiban dan anjuran-anjuran. Tiada gunanya 

memberlakukan kaidah-kaidah hukum manakala kaidah-kaidah itu tidak dapat dipaksakan 

melalui sanksi dan menegakan kaidah-kaidah hukum (law enforcemet) itu, adalah melalui 

pemberlakuan sanksi pidana terhadap pihak pelanggar mengingat sanksi pidana membawa 

serta akibat hukum yang berpaut dengan kemerdekaan pribadi (berupa pidana penjara, 

kurungan dan harta benda) dari pelanggar yang bersangkutan. Itulah sebabnya, hampir pada 

berbagai ketentuan kaidah peraturan perundang-undangan (termasuk utamanya di bidang 

pemerintahan dan pembangunan negara) selalu disertai dengan permberlakuan sanksi 

pidana.
69

  

Sulit untuk disangkal, pemberlakuan sanksi pidana turut berperan pada efektifitas 

penegakan dan penataan kaidah-kaidah hukum administrasi negara, termasuk pada pelaksaan 

tugas-tugas pemerintahan.
70

 Dalam konteks pemberlakuan sanksi pidana dalam penegakan 

kaidah-kaidah hukum administrasi negara, prinsip-prinsip tanggung jawab hukum pidana 

dalam kaidah-kaidah hukum administrasi negara tetap relevan karena penerapan tanggung 

jawab hukum pidana masih pada jalurnya. W.F Prins menyatakan, ”hampir setiap peraturan 

berdasarkan hukum administrasi negara diakhiri ”in cauda venenum” dengan sejumlah 

ketentuan pidana ”in cauda venenum” secara harfiah berarti ada racun di ekor/buntut.
71

 

Berbeda halnya, penerapan tanggung jawab pidana terhadap sikap-tindak pejabat 

pemerintahan tidak sebangun dengan penerapan pertanggungjawaban hukum secara pidana 

dalam konteks penegakan kaedah-kaedah hukum administrasi negara. Melekatkan 

pertanggungjawaban hukum atas perbuatan pejabat pemerintahan berupa melawan hukum 

dan menyalahgunakan kewenangan karena jabatan dan kedudukannya tidak dapat 
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dipersamakan dengan penggunaan sanksi pidana dalam penegakan kaidah-kaidah hukum 

administrasi negara. Dalam hubungan ini pembebanan pertanggungjawaban secara pidana 

atas sikap-tindak pejabat pemerintahan sebagai entitas yang kompleks dan di sisi lain pejabat 

pemerintahan sebagai in person hanyalah residu dari legal person. Situasi seperti 

dikemukakan, adakalanya paradok dengan tujuan hukum apabila pembebanan tanggung 

jawab hukum secara pidana kepada in person sebagai residu dari legal person atas perbuatan 

yang berlangsung dalam kedudukan atau untuk dan atas nama legal person. Sebagai 

akibatnya adalah ketidakpastian dan ketidakadilan hukum.  

Berdasarkan fakta empris, ketidakpastian hukum dalam penerapan pertanggungjawaban 

hukum secara pidana terhadap sikap-tindak pejabat pemerintahan tersebut terlihat dalam 

sejumlah putusan pengadilan dalam perkara yang melibatkan pejabat pemerintahan dengan 

dakwaan melakukan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan atas 

keputusan atau kebijakan yang diambilnya. Dalam konteks kebijakan, Hikmawanto 

mengemukakan, kebijakan benar atau salah hanya dapat diketahui pasca pengambilan 

kebijakan (post factum). Kebijakan salah tidak sepatutnya diberi sanksi pidana.
72

 Hal ini tidak 

terlepas dari yang dikemukakan Curzon, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan 

seseorang dan karenanya mengenakan pidana terhadapnya, tidak boleh ada keraguan sedikit 

pun pada diri hakim tentang kesalahan terdakwa.
73

  

Berdasarkan uraian di atas, maka pertanggungjawaban hukum pejabat pemerintahan 

dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai publik servis juga tidak dapat dilepaskan dari 

apa yang dikemukakan Hans Kelsen, bahwa tindak pidana adalah suatu kondisi dimana 

sanksi diberikan berdasarkan norma yang ada. Dengan demikian bisa dipahami, bahwa 
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kebijakan bisa dianggap benar jika membuahkan hasil yang positif, sebaliknya kebijakan 

dianggap salah jika membuahkan hasil yang tidak diharapkan dan cenderung merugikan.
74

  

 

1.3 Teori Fungsi Hukum 

 

Penggunaan teori pertanggungjawaban hukum yang tepat dan proporsional dalam upaya 

penegakan tindak pidana korupsi dalam konteks sikap-tindak pejabat pemerintahan 

bersangkut paut dengan fungsi hukum. Dalam kaitan ini, fungsi hukum tergantung pada 

tujuan hukum. Ada pun fungsi hukum itu meliputi fungsi kontrol sosial, fungsi 

menyelesaikan perselisihan, fungsi memadukan, fungsi memudahkan, fungsi pembaharuan, 

fungsi kesejahteraan dan lain-lain.
75

 Menurut Bernard Arief Sidharta ada dua fungsi hukum, 

yakni; Pertama, hukum mengemban fungsi ekspresif yaitu mengungkapkan pandangan 

hidup, nilai-nilai budaya dan nilai keadilan. Kedua, hukum mengemban fungsi instrumental 

yaitu sarana untuk menciptakan dan memelihara ketertiban, stabilitas dan prediktabilitas, 

sarana untuk melestarikan nilai-nilai budaya dan mewujudkan keadilan, sarana pendidikan 

serta pengadaban masyarakat dan sarana pembaharuan masyarakat (mendorong, 

mengkanalisasi dan mengesahkan perubahan masyarakat).
76

 Sementara menurut Sjachran 

Basah ada lima fungsi hukum dalam kaitannya dengan kehidupan masyarakat.
77

 Singkatnya, 

hukum memiliki banyak fungsi.
78

 Bahkan hukum dapat berfungsi sebagai instrument 

politik,
79

 tetapi patutlah dikemukakan pendapat Talcott Parson yang disitir Akil Muctar, 

bahwa fungsi utama suatu sistem hukum itu bersifat integrative, artinya untuk mengurangi 

unsur-unsur konflik yang potensial dalam masyarakat dan untuk melicinkan proses pergaulan 
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sosial. Dengan mentaati sistem hukum, maka sistem interaksi sosial berfungsi dengan baik, 

tanpa kemungkinan berubah menjadi konflik terbuka atau terselebung yang kronis.
80

  

Di samping dalam arti fungsi yang umum, fungsi khusus hukum admnistrasi negara 

berkorelasi dengan eksistensi atau kedudukan pemerintahan (pejabat pemerintahan) sebagai 

publik servis. Hadjon mengemukakan, hukum administrasi negara materil terletak di antara 

hukum privat dan hukum pidana.
81

 Dengan karakteristik khasnya itu, di dalam walfare state, 

pemerintah (administrasi pemerintahan) bertugas melaksanakan fungsi pelayanan kepada 

warga negaranya dan sebagai instrumentnya adalah hukum admnistrasi negara yang memuat 

aturan normatif tentang bagaimana pemerintahan dijalankan atau sebagaimana dikemukakan 

Sjachran Basah,
82

 bahwa salah satu inti hakikat hukum administrasi negara adalah untuk 

memungkinkan pejabat pemerintahan menjalankan fungsinya dan melindungi administrasi 

pemerintahan dari melakukan perbuatan yang salah menurut hukum.  

Berdasarkan teori tujuan dan fungsi hukum itu, pembebanan tanggung jawab hukum 

secara pidana atas sikap tindak pejabat pemerintahan dalam perspektif pemberantasan korupsi 

pada satu sisi bernilai positif dan sisi lain bernilai negatif. Dalam kondisi tertentu justeru 

meminimalisasi tujuan, peran dan fungsi pejabat pemerintahan, sekaligus meminimalisasi 

esksitensi hukum administrasi negara apabila tidak ada suatu kejelasan pertanggungjawaban 

hukum pejabat pemerintahan dalam upaya pemberantasan korupsi. 

 

2. Kerangka Konseptual 

 

Tugas pemerintah tidak semata-mata hanya dibidang pemerintahan, tetapi juga 

melaksanakan kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai tujuan negara,
83

 dan lazim juga 

disebut dengan menyelenggarakan tugas servis publik.
84

 Untuk menjalankan tugas servis 
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publik itu pejabat pemerintahan memerlukan discretionary power sebagai konsekuensi atas 

pilihan pada konsep negara kesejahteraan (welfare state).  

Pemberian diskresi kepada pejabat negara mempunyai konsekuensi tertentu dalam 

bidang legislasi. Dengan bersandar pada diskresi, pejabat pemerintahan memiliki 

kewenangan yang luas untuk melakukan berbagai tindakan hukum dalam rangka melayani 

kepentingan masyarakat atau mewujudkan kesejahteraan umum. Untuk melakukan tindakan 

itu diperlukan instrumen hukum
85

 yang lebih teknis yakni hukum administrasi negara. Dalam 

perkataan lain, hukum administrasi negara menjadi landasan kerja bagi pejabat pemerintahan 

yang mengemban tugas servis publik.
86

 J.B.J.M Ten Berge,
87

 mengemukakan, bahwa “ 

bestuursrecht in nauw verboden met overheidsgezag en overheidszorg. Daar waar 

‘overheidsgezag en overheidszorg’ worden uitgeoefend, onstaat bestuursrecht” (hukum 

administrasi negara berkaitan erat dengan kekuasaan dan kegiatan penguasa. Karena 

kekuasaan dan kegiatan penguasa itu dilaksanakan, lahirlah hukum administrasi negara).  

Karenanya, diperlukan pembedaan tentang; (1) penggunaan hukum pidana dalam hukum 

administrasi dan; (2) penggunaan hukum pidana (pidana korupsi) atas sikap tindak atau 

keputusan pejabat pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan kewewenangnya. Di 

Indonesia, penerapan hukum pidana dalam hukum administrasi sepertinya tidak begitu 

dipermasalahkan. Bahkan, dalam praktik pembentukan peraturan-perundang-undangan dalam 

lapangan hukum administrasi negara lazim diberikan suatu ruang (bab) khusus tentang 

ketentuan pidana. Pemberian ruang bagi hukum pidana dalam hukum administrasi negara 

bertujuan untuk melindungi masyarakat dan negara. Sementara itu keberadaan hukum 

administrasi negara juga memberikan perlindungan terhadap masyarakat dan terhadap pejabat 

pemerintahan itu sendiri.  
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Bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu 

negara sebagaimana juga halnya dengan hukum administrasi negara. Hukum pidana dan 

hukum administrasi negara adalah sama-sama hukum yang bersifat publik. Artinya. hukum 

pidana dan hukum administrasi negara sebagai hukum publik adalah hukum yang mengatur 

kepentingan umum dan mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negaranya. 

Hazewinkel-Suringga mengemukakan:
88

  

“Tidak pernah dapat dikatakan secara tepat, dimana letak batas antara hukum pidana dan 

hukum perdata, antara hukum pidana dan hukum pendidikan, antara hukum pidana dan 

hukum administrasi”. 

 

Dalam konteks hubungan hukum pidana dan hukum administrasi negara tersebut, 

Wirjono
89

 menyatakan, bahwa tanda-tanda batas antara hukum pidana disatu pihak dan 

hukum administras negara dipihak lain terletak pada rasa keadilan. Tidak demikian dengan 

Utrech yang berpandangan, bahwa hukum pidana dengan kedudukannya yang istimewa 

melindungi kepentingan hukum privat dan hukum publik. Sementara bagi Roymen
90

 hukum 

pidana dapat dipandang sebagai hukum pembantu atau hulprecht bagi hukum administrasi 

negara karena penempatan sanksi merupakan sarana untuk menegakan hukum administrasi 

negara. Peraturan-peraturan hukum dalam perundang-undangan administrasi dapat 

dimasukan dalam lapangan hukum pidana. Pandangan yang terakhir ini terlihat sebagai 

kecenderungan dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Dalam 

perkembangannya setidak tercermin dari ditempatkannya pejabat pemerintahan sebagai 

subjek pidana korupsi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan.  

Penggunaan hukum pidana (pidana korupsi) terhadap sikap tindak pejabat pemerintahan 

itu pada satu sisi akan mempengaruhi pencapaian tujuan negara, pada sisi lain berkaitan 

dengan soal pertanggungjawaban hukum pejabat pemerintahan sebagai publik servis. Karena 

                                                           
88

 Hazewinkel-Suringga dalam Wirjono Prodjodikora, 2003, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, PT.Refika 

Aditama, Bandung, hlm;.17-18. 
89

 Ibid 
90

 Roymen (A. Siti Soetami), Hukum Administrasi Negara, Cetakan I, Semarang: Badan Penerbit Universitas 

Diponegoro, hlm.16.  



 

 

itu. penggunaan pidana korupsi atas sikap-tindak pejabat pemerintahan dalam menjalankan 

tugas dan kewenangannya tidak dapat dilepaskan dari kajian terhadap pertanggungjawaban 

hukum pejabat pemerintahan yang berkepastian dan berkeadilan. Hal ini terutama karena ada 

perbedaan prinsip perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan dalam 

perspefektif hukum administrasi negara dan hukum pidana.  

Untuk menghindari perbedaan penafsiran dan digunakan sebagai pegangan dalam 

disertasi ini, perlu dikemukakan definisi konsep operasional dari istilah-istilah yang 

digunakan dalam disertasi ini. Dalam hubungan ini, konsep satu bagian terpenting dari teori 

dan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan teori dan observasi, antara abstrak 

dan realitas.
91

 Dalam perkataan lain, konsep diartikan sebagai kata yang menyatukan 

abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus yang disebut definisi operasional.
92

 

Berdasarkan pendekatan terhadap definisi konsep operasional tersebut, maka dalam 

disertasi ini setidaknya ada 4 (empat) istilah yang memerlukan definisi operasional , yaitu: 

1. Pertanggungjawaban hukum; 

2. Pejabat pemerintahan; 

3. Tindak Pidana Korupsi 

4. Kewenangan Administratif 

Ad. 1. Pertanggungjawaban Hukum 

 

Dalam berbagai literatur hukum ditemukan berbagai pengertian yang diberikan terhadap 

apa yang disebut dengan pertanggungjawaban hukum. Akan tetapi pengertian-pengertian 

yang diberikan kalangan ahli hukum memperlihatkan perbedaan dan penekannya satu dengan 

yang lainnya. Disamping itu, menurut Ruslan dengan mengutip pendapat Alt Ross, dengan 
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pertanggungjawaban itu dinyatakan adanya hubungan antara kenyataan-kenyataan yang 

menjadi syarat dan akibat hukum yang disyaratkan.
93

 

Kemudian, dalam rancangan KUHP baru terdapat pula pengertian pertanggungjawaban 

hukum meskipun dalam konteks pertanggungjawaban pidana yang tentunya adalah juga 

merupakan pertanggungjawaban hukum. Dalam hubungan ini dalam rancangan KUHP baru 

didefinisikan pertanggungjawaban pidana sebagai berikut: 

“Pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada 

tindakan pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk 

dijatuhi pidana karena perbuatannya itu”. 

 

Selanjutnya dalam penjelasan rancangan KUHP baru dijelaskan; 

“Tindak pidana tidak berdiri sendiri, tetapi ia baru bermakna manakala terdapat 

pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak 

dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban 

pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan yang objektif 

terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku dan secara 

subjektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai 

pidana karena perbuatannya”. 

  

Memahami pengertian pertanggungjawaban hukum (pidana) di atas, maka dalam 

penelitian disertasi ini yang dimaksudkan dengan pertanggungjawaban hukum suatu akibat 

lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban atau 

pun kekuasaan yang bersumber dari keputusan hukum.
94

 Istilah pertanggungjawaban hukum 

tersebut berkorelasi dengan defenisi pertanggungjawaban pidana seperti yang terdapat dalam 

rancangan KHUP baru seperti yang telah dikemukakan.  

Dalam beberbagai literatur ditemukan berbagai definisi terhadap pertanggungjawaban 

hukum dan pembedaan arti tanggung jawab hukum dalam hukum perdata, pidana dan hukum 

administrasi negara. Tangung jawab hukum pada masing-masing bidang hukum itu dengan 

asas dan karakteristiknya sendiri-sendiri seperti dikemukakan Roeslan Saleh,  
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Ad. 2. Pejabat Pemerintahan  

 

Dalam disertasi ini yang dimaksud dengan pejabat pemerintahan adalah sebagaima 

dimaksudkan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 

yang selengkapnya dikutipkan: 

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi 

Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya”. 

 

 Definisi juridis yang diberikan UUAP tersebut sudah mencakup atau setidaknya 

dibangun atas sejumlah istilah yang berkembang dalam ajaran hukum administrasi negara. 

Pengertian pejabat pemerintahan yang diberikan UUAP memberikan satu kesatuan 

pengertian atas berbagai pengertian terhadap pejabat pemerintahan dalam perspektif hukum 

administrasi negara. Hal ini sekaligus juga menunjukkan perbedaan dari perspektif keilmuan 

lain, khususnya antara sudut pandang ilmu hukum dan non-hukum. Meskipun sebelum 

diundangkannya UUAP, dalam ajaran hukum administrasi negara ditemukan beberapa istilah 

yang sering digunakan, yakni; pejabat tata usaha negara, pejabat pemerintahan, administrasi 

negara, pejabat publik atau istilah lainnya seperti penyelenggara negara dan aparatur 

pemerintah. Istilah-istilah tersebut secara hakikat ada kesamaan dan yang membedakan 

adalah luas sempitnya cakupan dan konteksnya. 

Dalam disertasi ini secara konseptual istilah yang digunakan adalah istilah yang 

diberikan UUAP, selain karena kedudukan UUAP, juga untuk menghindari kekacauan 

pemahaman karena terdapat beberapa istilah dalam peraturan perundangan yang lain yang 

memberikan suatu pendekatan terhadap istilah pejabat pemerintahan. 

Menurut Dimock & Dimock, administrasi negara adalah aktivitas-aktivitas negara dalam 

melaksanakan kekuasaannya-kekuasaan politiknya; dalam arti sempit, aktivitas-aktivitas 

badan-badan eksekutif dan kehakiman atau khususnya aktivitas-aktivitas badan eksekutif saja 



 

 

dalam melaksanakan pemerintahan.
95

 Istilah administrasi negara yang dikemukakan Dimock 

& Dimock itu berpadanan dengan istilah administrasi pemerintahan dalam UUAP.  

Karenanya, istilah pejabat pemerintahan dalam disertasi ini adalah dalam arti luas dan 

tidak hanya pejabat dilingkungan kekuasaan eksekutif, tetapi meliputi pejabat dilembaga 

legislatif dan legislatif yang melaksanakan fungsi pemerintahan. Seperti telah dikemukakan, 

istilah pejabat pemerintahan yang digunakan UUAP lebih luas dari pengertian pejabat Tata 

Usaha Negara (TUN) yang dianut UU Nomor 5 Tahun 1986 atau tidak hanya sebatas pejabat 

Aparatur Sipil Negara (ANS). Artinya, pejabat pemerintahan yang dimaksudkan UUAP 

dalam arti luas sepanjang menjalankan fungsi pemerintahan. Pengertian ini sejalan dengan 

pengertian administrasi negara yaitu keseluruhan aparatur pemerintah yang melakukan 

berbagai aktivitas atau tugas-tugas negara selain tugas pembuatan undang-undang dan 

pengadilan.
96

 Senada dengan pengertian tersebut, pengertian administrasi negara lainnya 

adalah semua jabatan kenegaraan yang dijabat oleh pejabat di dalam fungsinya sebagai 

eksekutif,
97

 yang dalam konteks UUAP disebut dengan fungsi pemerintahan. Dengan 

demikian, pendekatan konseptual terhadap istilah pejabat pemerintahan adalah dalam 

pengertian pejabat pemerintahan yang telah dibakukan dalam UUAP Nomor 30 Tahun 2014. 

 

Ad.3 Tindak Pidana Korupsi 

 

Secara juridis, tidak ditemukan peraturan perundang-undangan yang memberikan 

pengertian lansung terhadap apa yang disebut dengan tindak pidana korupsi. Pengertian 

terhadap tindak pidana korupsi cenderung dipahami dengan bertolak dari sejumlah perbuatan 

yang dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan.   

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 3 Tahun 1971 misalnya, 

Pasal 1 UU ini antara lain menyatakan; dihukum karena tindak pidana korupsi ialah; (a) 
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barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau 

orang lain, atau suatu Badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan 

negara dan atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa 

perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; (b) barangsiapa 

dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Badan, 

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan 

atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara 

atau perekonomian negara.  

Demikian pula dengan UUPTPK Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 

yang saat ini menjadi dasar bagi penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia juga 

tidak memberikan suatu pengertian yuridis terhadap apa yang disebut dengan tindak pidana 

korupsi. UUPTPK tersebut hanya mengintrodusir sejumlah perbuatan dan perilaku yang 

kualifikasi sebagai tindak pidana korupsi. Ketiadaan definisi terhadap apa yang disebut 

dengan tindak pidana korupsi itu melahirkan berbagai kekeliruan dalam memahami tindak 

pidana korupsi. Kekeliruan pengertian itu antaranya, pengertian korupsi dipersamakan 

dengan pengertian tindak pidana korupsi atau pengertian tindak pidana korupsi hanya 

merujuk pada ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UUPTPK Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 

20 Tahun 2001. Bahkan ada yang mengajukan pengertian korupsi sebagai tindak pidana 

korupsi. 

Berdasarkan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan yang dikemukakan di 

atas, dalam disertasi ini yang dimaksud dengan istilah tindak pidana korupsi adalah tindak 

pidana korupsi dalam perspektif Pasal 2 dan Pasal 3 UUPTPK Nomor 31 Tahun 1999 yang 

telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Pembatasan itu didasarkan 

pada fokus penelitian disertasi ini adalah pejabat pemerintahan dalam lingkup tugas 

kewenangan administratif sehingga tidak semua ketentuan Pasal-Pasal tindak pidana korupsi 



 

 

dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 

Tahun 2001 terkait langsung dengan pejabat pemerintahan dalam menjalan tugas dan 

kewenangan administraif. 

Secara khusus, istilah tindak pidana korupsi dalam disertasi ini lebih tertuju pada 

perbuatan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat pemerintahan yang tidak terpisahkan 

dari pertanggungjawaban hukum yang melakat pada diri pejabat pemerintahan dalam 

menjalankan jabatan. Hal ini dengan mengingat, bahwa istilah korupsi luas ruang lingkupnya 

dan secara definisi yang sering diacu, termasuk oleh World Bank dan UNDP yaitu “the abuse 

public office for private gain”.
98

 Dalam hubungan ini, korupsi cenderung dipahami sebagai 

penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi atau privat yang merugikan 

publik dengan cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum.
99

 Pengertian korupsi 

tersebut sejalan dengan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 

UUPTPK Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 yang subjek hukum tindak 

pidananya tertuju pada pejabat pemerintahan. 

 

Ad.3 Kewenangan Administratif 

 

Dalam negara demokratis, sesuai dengan konsep pembagian kekuasaan, setiap organ 

negara mempunyai kewenangan dan secara garis besar dikelompokan dalam kewenangan 

legislatif, kewenangan yudikatif dan kewenangan eksekutif. Dalam disertasi ini yang 

dimaksud dengan kewenangan administratif adalah kewenangan pemerintahan (eksekutif) 

dalam arti luas. 

Berdasarkan pendekatan di atas, kewenangan administratif yang digunakan dalam 

disertasi ini adalah dalam arti yang sama dengan kewenangan pemerintahan sebagaimana 

dimaksudkan UUAP Nomor 30 Tahun 2014 dalam Pasal 1 angka 6 yang berbunyi: 
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”Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan 

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk 

bertindak dalam ranah hukum publik”. 

 

Konsep normatif atas kewenangan pemerintahan yang diperkenalkan UUAP tersebut 

secara konseptual tidak terpisahkan dengan pengertian normatif terhadap pejabat 

pemerintahan yang diberikan UUAP dalam Pasal 1 angka 3 yang selengkapnya berbunyi: 

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi 

Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya”. 

 

Dengan demikian, secara konseptual, istilah kewenangan administrif yang digunakan 

dalam disertasi ini untuk menghindari pemahaman yang sempit atas kewenangan 

pemerintahan yang seringkali dipahami sebagai kewenangan pemerintah dan sekaligus untuk 

mengingatkan adanya kewenangan legislatif dan yudikatif di sisi lain. Padahal kewenangan 

administratif itu tidak hanya merupakan kewenangan pemerintah, tetapi tersebar dalam 

lingkungan pemerintahan dan penyelenggara negara lainnya. Kemudian, istilah kewenangan 

administratif yang maksudnya sama dengan kewenangan pemerintahan tersebut dalam 

kaitannya dengan pejabat pemerintahan dalam disertasi ini adakalanya hanya disebut dengan 

kewenangan saja atau adakalanya diikuti oleh kata “jabatan” atau pejabat. 

 

F. Metode Penelitian 

 

1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (legal Research), yakni penelitian yang 

diterapkan atau diberlakukan khusus pada ilmu hukum.
100

 Morris L.Cohen
101

 dalam bukunya 

“Legal Research” mengatakan; 

“Legal research, in a nutshells the process of finding the law that governs activities in 

human society. It involves locating both the rules are enforced by the state and 

commentaries which explain or analyse these rules.” (Terjemahan bebas : penelitian 
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hukum, merupakan proses penemuan hukum singkat yang mengatur kegiatan dalam 

sosial masyarakat. Hal ini meliputi aturan yang diterapkan oleh negara dan komentar 

yang menjelaskan atau menganalisis undang-undang) 

 

Dalam penelitian hukum (legal research) terdapat beberapa pendekatan yang digunakan, 

yaitu statute approach, conceptual approach, analitycal approach, comparative approach, 

hystorical approach, philosophical approach, dan case approach.
102

 Dengan pendekatan-

pedekatan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (conceptual 

approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case 

approach). 

Permasalahan pertama akan dijawab melalui pendekatan konseptual (conceptual 

approach) yang dilakukan secara integral dengan pendekatan perundang-undangan (statute 

approach). Pendekatan konseptual digunakan untuk mendalami eksistensi dan fungsi hukum 

administrasi negara dalam negara hukum kesejahteraan, kedudukan hukum administrasi 

negara dalam lapangan hukum. Pendekatan konseptual ini dilakukan untuk menemukan dan 

membedakan karakter hukum administrasi negara dan karakter hukum pidana, khususnya 

hukum pidana korupsi dalam kaitannya dengan tanggung jawab hukum pejabat pemerintahan 

dalam konteks upaya pemberantasan korupsi. Penelitian pada tataran ini adalah penelitian 

dogmatik hukum dan teori hukum.  

Permasalahan kedua akan dijawab melalui pendekatan perundang-undangan (statute 

approach) yang dilakukan secara integral dengan pendekatan konseptual (conceptual 

approach) dan pendekatan kasus (case approach). Analisis akan dilakukan dengan menelaah 

semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan masalah 

perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat pemerintahan. 

Dengan pendekatan ini diharapkan ditemukan rasiologis dan dasar ontologi, lahirnya undang-

undang pemberantasan korupsi berkaitan dengan unsur tindak pidana korupsi berupa 
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perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan yang subjek hukum utamanya 

pejabat pemerintahan. Selain itu diharapkan diperoleh titik temu, konsistensi penerapan 

hukum serta jurisdiksi antara hukum pidana korupsi dan hukum administrasi negara dalam 

upaya pemberatasan korupsi yang subjek pelakunya pejabat pemerintahan dalam 

menjalankan tugas dan wewenangnya.  

Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) diharapkan 

dapat ditemukan mengenai ada atau tidaknya benturan filosofis antara ketentuan pidana 

korupsi dengan ketentuan hukum administrasi negara berkaitan dengan upaya pemberantasan 

korupsi dikalangan pejabat pemerintahan, khususnya berupa perbuatan melawan hukum dan 

penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, permasalahan kedua akan dijawab melalui 

pendekatan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang dilakukan secara 

integral dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case 

approach) sehingga dapat ditemukan pula tolok ukur untuk menentukan perbuatan melawan 

hukum dan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan pejabat pemerintahan dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pidana korupsi. 

Permasalahan ketiga akan dijawab dengan pendekatan kasus (case approach) yakni 

dengan meneliti, menelaah terhadap sejumlah kasus tindak pidana korupsi yang subjek 

hukumnya pejabat pemerintahan atau berkaitan dengan objek hukumnya berupa kebijakan 

dan kesalahan administratif yang dilakukan pejabat pemerintahan dalam melaksanakan tugas 

dan wewenangnya. Kasus-kasus yang diteliti dan ditelaah terutama kasus-kasus yang telah 

berkekuatan hukum tetap. Analisis pada tataran ini akan dilakukan dengan cara meneliti dan 

menganalisis konsistensi penerapan ketentuan-ketentuan hukum pidana korupsi dan hukum 

administrasi negara dalam penegakan hukum. Dengan pendekatan kasus (case 

approach), yang menjadi kajian pokoknya adalah ratio decidendi atau reasoning
103
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pertimbangan hukum pengadilan (hakim) untuk sampai kepada suatu putusan. Pada kasus 

yang sudah berkekuatan hukum tetap (in kracht) akan dicari ratio decidendi atau alasan-

alasan hakim dalam mengambil keputusan.
104

 Hal ini sangat penting artinya terkait 

pertentangan kaidah antara hukum admintrasi negara dan hukum pidana korupsi yang 

terdapat pada penerapan dan penegakan hukumnya. Sebab dalam suatu fakta materiil dapat 

terjadi putusan pengadilan (hakim) selain berlawanan antar kaidah hukum satu cabang hukum 

dengan kaidah hukum pada cabang hukum yang lain.  

Beberapa pendekatan dan kombinasi pendekatan terhadap masalah-masalah yang akan 

diteliti, untuk mendapatkan hasil analisis pada lapisan ilmu filsafat hukum dilakukan 

observasi partisipasi sehingga ditemukan asas-asas yang berasal dari adanya pertentangan-

pertentangan antara kaidah hukum administrasi negara dan kaidah hukum pidana (pidana 

korupsi) dari penelitian ini. Sebuah kaidah hukum berdasarkan pengertian keberlakuan 

materiil secara substansial layak diwujudkan dan karena itu memiliki sifat kewajiban.
105

 

Apabila hal itu terjadi adalah sebuah masalah kefilsafatan karena masalah ini menyentuh 

masalah landasan hukum.
106

 

 

2. Bahan-bahan Hukum 

 

Sesuai dengan sifat penelitian ini, yakni penelitian hukum normatif, maka kajian pokok 

penelitian dilakukan dengan studi bahan hukum primer dan studi bahan hukum sekunder. 

Bahan hukum primer terdiri atas semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 

tindak pidana korupsi dan peraturan perundang-undangan dalam lingkup hukum administrasi 

negara. 

Bahan hukum sekunder terdiri atas semua publikasi hukum terkait tindak pidana korupsi 

yang merupakan dokumen resmi meliputi undang-undang dan peraturan terkait tindak pidana 
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korupsi dan peraturan undang-undang dalam lapangan hukum administrasi negara yang telah 

dicabut, buku-buku literatur, tulisan-tulisan, baik dalam jurnal, koran, media online, situs-

situs/website. Selain itu, kamus hukum akan dipergunakan untuk menerjemahkan 

terminologi-terminologi asing. 

3. Langkah Penelitian 

 

Pada tahap awal penelitian dikumpulkan bahan hukum primer maupun bahan hukum 

sekunder. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) 

dengan menggunakan metode bola salju. Pada bahan hukum yang ditemukan selanjutnya 

dilakukan inventarisasi dan klasifikasi berdasarkan materinya. Secara umum klasifikasi akan 

dibagi dalam dua materi yaitu materi hukum administrasi negara dan materi hukum pidana 

(khususnya pidana korupsi). Secara khusus materi hukum administrasi negara dan hukum 

pidana termasuk di dalamnya hukum pidana korupsi.  

Studi dilakukan mulai dari perpustakaan pada beberapa universitas, maupun pada 

perpustakaan instansi pemerinah, instansi penegak hukum dan perpustakaan badan legislatif. 

Studi kepustakaan jarak jauh melalui jaringan internet dari berbagai website universitas, 

lembaga-lembaga pemerintah baik luar maupun dalam negeri, Lembaga Swadaya 

Masyarakat, Jurnal-jurnal online, Website Komisi Pemberantasan Korupsi, Mahkamah 

Agung, Kejaksaan Agung dan lembaga-lembaga penelitian yang menyediakan informasi dan 

data untuk melakukan updating informasi dan data hukum. 

Bahan-bahan hukum yang diperoleh, ditelaah relevansinya dengan permasalahan 

penelitian melalui filing system. File-file dalam komputer disusun dalam folder-folder 

berdasar klasifikasi materi terkait permasalahan dan subyek penelitian, yaitu folder hukum 

administrasi negara, hukum pidana dan hukum pidana korupsi. Bahan hukum paling dominan 

adalah bahan hukum yang berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan 

Presiden, instruksi Presiden, peraturan menteri, surat edaran menteri dan putusan pengadilan. 



 

 

Bahan hukum kepustakaan paling dominan adalah bidang hukum administrasi negara dan 

hukum pidana korupsi. Selain itu, dikaji pula berupa dokumen-dokumen, baik bidang hukum 

administrasi negara maupun bidang hukum pidana, laporan-laporan, dan juga makalah-

makalah terkait dengan permasalahan penerapan hukum dalam upaya pemberantasan korupsi 

atas sikap tindak pejabat pemerintahan. 

Analisis bahan hukum akan dilakukan dengan cara menarik hubungan satu sama lain, 

dengan menggunakan metode “Mind Maps”, yaitu organising, categorising, dan teasing out 

agar ditemukan aspek-aspek kunci (key aspects) dalam suatu konsep untuk membangun suatu 

keterkaitan, untuk memecahkan permasalahan penelitian. 

 

4. Analisis Bahan Hukum 

 

Dalam penelitian ini teknik dan metode analisis dan pengolahan bahan hukum yang 

digunakan adalah analisis kuantitatif. Semua bahan hukum yang diperoleh ditelaah untuk 

memperoleh relevansi atau keterkaitan dengan topik penelitian, baik berupa ide, usul, dan 

argumentasi ketentuan hukum yang dikaji.
107

 Berkaitan dengan analisis bahan hukum 

dilakukan melalui tiga tahapan. Pertama, bahan hukum atau fakta yang dikumpulkan 

disistematisir yakni ditata dan disesuaikan dengan obyek yang diteliti. Kedua, bahan yang 

telah disistematisir dieksplikasi, yakni diuraikan dan dijelaskan sesuai objek yang diteliti 

berdasarkan teori. Ketiga, bahan yang telah dieksplikasi dilakukan evaluasi, dinilai dengan 

menggunakan ukuran ketentuan hukum yang berlaku sehingga ditemukan ada yang sesuai 

dan ada yang tidak sesuai (bertentangan) dengan hukum yang berlaku. Kemudian ketentuan 

hukum yang sesuai akan dikembangkan sedangkan yang tidak sesuai ditinggalkan.
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G. Sistimatika Penulisan 

 

Sistematikan penulisan disertasi yang berjudul “Pertanggungjawaban Hukum Pejabat 

Pemerintahan terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Lingkup Tugas dan Kewenangan 

Administratif” terdiri dari enam bab, dengan perincian sebagai berikut: 

Bab I disertasi ini memuat mengenai latar belakang penelitian, rumusan permasalahan, 

keaslian penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teortik dan konseptual, metode 

penelitian dan sistimatika penulisan disertasi. 

Bab II perkembangan penegakan hukum tindak korupsi di Indonesia dan 

pertanggungjawaban hukum yang terdiri dari sub bab tentang pengertian dan ruang lingkup 

korupsi, pengertian dan ruang lingkup korupsi dan sub bab pertanggungjawaban hukum 

berisikan uraian mengenai pengertian pertanggungjawaban hukum, teori dan prinsi-prinsip 

pertanggungjawaban hukum, pertanggungjawaban hukum dalam perspektif hukum 

administrasi hukum pidana korupsi. 

Bab III tentang pertanggungjawaban hukum pejabat pemerintahan dalam lingkup tugas 

dan kewenangan yang terdiri sub bab gambaran umum tugas dan wewenang pejabat 

pemerintahan yang berisikan uraian mengenai eksistensi pejabat pemerintahan, jabatan 

pemerintahan, tugas dan wewenang pejabat pemerintahan, problematik pejabat pemerintahan 

sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi dan sub bab pertanggungjawaban hukum pejabat 

pemerintahan serta sub bab urgensi kejelasan pertanggungjawab Hukum pejabat 

pemerintahan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. 

Bab IV tentang kebijakan dan kesalahan administratif pejabat pemerintahan dalam 

menjalankan tugas dan kewenangan sebagai tindak pidana korupsi yang terdiri dari sub bab 

kebijakan dan kesalahan administratif, kedudukan kebijakan dalam lingkup tugas dan 

kewewenang pejabat pemerintahan, kebijakan sebagai objek hukum tindak pidana korupsi 



 

 

dan sub bab kajian yuridis atas kebijakan pejabat pemerintahan dalam putusan pengadilan, 

kebijakan dan kesalahan administrasi dalam perspektif tindak pidana korupsi. 

Bab V tentang tolok ukur untuk menentukan perbuatan melawan hukum dan 

penyalahgunaan kewenangan sebagai tindak pidana korupsi pejabat pemerintahan dalam 

menjalankan tugas dan kewenangan yang terdiri dari sub bab pengertian pebuatan melawan 

hukum, perbuatan melawan hukum pejabat pemerintahan sebagai unsur tindak pidana 

korupsi, perbuatan melawan hukum dalam perspektif hukum administrasi negara, perbuatan 

melawan hukum dalam perspektif hukum pidana korupsi, kajian yuridis terhadap unsur 

melawan hukum tindak pidana korupsi dalam putusan pengadilan, putusan mahkamah 

konstitusi terhadap Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah 

dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, tolok ukur menentukan perbuatan melawan hukum 

pejabat pemerintahan dalam tindak pidana korupsi. Sedangkan sub bab penyalahgunaan 

kewenangan sebagai unsur tindak pidana korupsi berisikan uraian mengenai kewenangan dan 

penyalahgunaan kewenangan dalam perspektif hukum administrasi negara, menyalahgunakan 

kewenangan ke menyalahgunakan hak, menyalahagunakan kewenangan sebagai unsur tindak 

pidana korupsi, tolok ukur untuk menentukan perbuatan penyalahgunaan kewenangan pejabat 

pemerintahan sebagai tindak pidana korupsi 

Bab VI sebagai bab penutup dari disertasi yang berjudul “Pertanggungjawaban Hukum 

Pejabat Pemerintahan terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Lingkup Tugas dan 

Kewenangan Administratif” memuat simpulan dan saran. 

 


